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Seiring berjalannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi tonggak adanya pembaharuan dalam 
perkembangan hukum acara perdata di Indonesia, sehingga dirasa perlu adanya 
perubahan atas Perma tersebut. 
Permasalahan dalam penelitian ini antara lain : (1) implementasi Gugatan 
Sederhana pada praktik peradilan di Indonesia, (2) dampak perubahan PERMA 
Gugatan Sederhana pada praktik peradilan di Indonesia. Adapun Jenis penelitian 
ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan 
metode pendekatan Empiris. Metode ini digunakan untuk melihat dan menemukan 
substansi hukum yang lebih baik serta kelembagaan yang dapat mengakomodir 
kebutuhan masyarakat pada umumnya. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan dari 
Peraturan Gugatan Sederhana Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan perubahannya Perma No. 4 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, selanjutnya dalam 
pembahasan menunjukkan dampak perubahan Peraturan Gugatan Sederhana pada 
praktik peradilan. Penelitian ini juga mendeskripsikan setiap aspek dalam tabel 
perubahan tersebut. 
 








As Perma Number 4 of 2019 concerning Amendments to the Supreme Court 
Regulation Number 2 of 2015 concerning Simple Lawsuit Settlement Procedures 
has become a milestone for renewal in the development of civil procedural law in 
Indonesia, so it is felt that there is a need for changes to the Perma. 
The problems in this study include: (1) the implementation of the Simple 
Lawsuit on judicial practice in Indonesia, (2) the impact of changes to the Simple 
Lawsuit PERMA on judicial practice in Indonesia. The type of this research is 
library research, using the empirical approach method. This method is used to see 
and find better legal substances and institutions that can accommodate the needs 
of the community in general. 
The results of this study indicate that there is a development of the Perma 
Simple Lawsuit Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of 
Simple Lawsuits with amendments to Perma No. 4 of 2019 concerning 
Amendments to the Regulation of the Supreme Court Number 2 of 2015 
concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits, furthermore in the 
discussion shows the impact of changes to the Simple Lawsuit Regulation on 
judicial practice. This study also describes every aspect in the table of changes. 
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A. LATAR BELAKANG 
 
Perkembangan peraturan gugatan sederhana (Small Claim Court) di 
Indonesia perlu mendapatkan apresiasi bagi pelaku praktisi, akademisi maupun 
pemerhati hukum dan khususnya para pelaku bisnis. Hadirnya regulasi Perma 
gugatan sederhana ini adalah merupakan komitmen bagi lembaga tertinggi 
peradilan dalam menerapkan proses persidangan yang cepat dan berbiaya 
ringan. Penyelenggaraan peradilan yang berkekuatan hukum tetap nantinya 
merupakan dasar terselenggaranya peradilan dengan kepastian hukum dan 
berkeadilan. 
Gugatan sederhana sebenarnya konsep gugatan yang dikhususkan bagi 
pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Pertimbangan demikian 
untuk menjawab hasil penilaian dari laporan Bank Dunia (world bank)yang 
melihat bahwa Indonesia masih jauh dari harapan terkait dengan kemudahan 
bisnis di Indonesia yang mempengaruhi secara langsung ataspenyelesaian 
sengketa bisnisnya. 
Sesuai hasil survei bank dunia pada tahun 2019 Indonesia di urutan posisi 
ke-73 dari 189 negara.Peringkat Ease of Doing Businee (EoDB) Indonesia 
tersebut masih jauh dari target yang dicanangkan yakni peringkat 40 (empat 
puluh) besar dunia. EoDB merupakan indikator yang berkaitan dengan 
kemudahan berbisnis yang dibuat oleh Bank Dunia, EoDB menyajikan hasil 
untuk dua ukuran agregat yaitu skor kemudahan berbisnis dan peringkat 
kemudahan melakukan bisnis.1 Rangking tersebut dipengaruhi tidak efektifnya 
 






proses penyelesaian sengketa bisnis yang dikarenakan tingginya biaya dan 
lamanya waktu. 
Kebutuhan akan keadilan sangat dinantikan bagi masyarakat dunia yang 
sedang memperjuangkan hak-haknya tak terkecuali masyarakat di Indonesia, 
khususnya kalangan menengah ke bawah. Hukum dianggap berpihak hanya 
sebatas mereka yang mempunyai uang banyak atau seperti mata pisau yang 
tajam ke bawah. Pemikiran ini masih melekat di masyarakat Indonesia sampai 
dengan detik ini. Sehingga persamaan dan perlindungan hukum seharusnya 
dimiliki oleh setiap orang dengan kesempatan yang sama dalam menjalani 
proses hukum terutama yang dilakukan di lembaga peradilan. Dengan 
demikian kekuasaan kehakiman dimaksud bertugas untuk mewujudkan 
kemudahan segala akses bagi masyarakat untuk memperoleh sebuah keadilan. 
Hak untuk memperoleh atas perlakuan yang sama di hadapan hukum 
merupakan amanat yang telah disampaikan dalam UUD 1945 pada pasal 28 D 
ayat (1), “Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 
Berdasarkan penelitian Bank Dunia, salah satu faktor penghambat dalam 
penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah : 
1. Penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien 
2. Jangka waktu penyelesaian yang lama 
3. Biaya perkara yang tinggi 
4. Serta biaya pengacara yang tinggi2 
 
Setiap warga masyarakat satu dengan yang lainnya acapkali bergesekan 
antar kepentingan masing-masing. Hukum disini akan tampil sebagai kaidah 
atau pedoman untuk melindungi kepentingan setiap anggota masyarakat 
tersebut. Anggota masyarakat diartikan sebagai perorangan maupun non 
perorangan baik berbadan hukum ataupun bukan badan hukum. Perselisihan 
 
2Nevey Varida Ariani, “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Indonesia”, Jurnal 





yang ada di masyarakat menjadikan bahwa hukum dituntut sebagai media final 
dalam penyelesaian perkara guna memperoleh kepastian dan keadilan. 
Hukum merupakan aturan tentang hak dan kewajiban di suatu negara 
untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari setiap individu baik antar 
individu maupun individu dengan instansi atau bahkan antar instansi. 
Pengertian hukum sudah banyak diartikan oleh para ahli hukum dalam 
menafsirkan arti dan tujuan hukum itu sendiri. 
Masih banyak anggota masyarakat yang enggan dan bahkan menghindar 
dari hal pemenuhan atas hak-hak dan kewajibannya. Dikarenakan proses 
hukum tidak jelas dan menambah kerugian bagi sebagian masyarakat. 
Anggapan demikian bisa jadi wajar adanya, karena satu sisi mungkin tidak 
paham akan proses hukum dan disatu sisi lain adanya anggapan yang sudah 
berakar bahwa dengan proses hukum itu akan memakan waktu yang cukup 
lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
Untuk mengatur atas masing-masing hak dan kewajibannya tiap orang 
dalam berhubungan di masyarakat, maka diaturlah sebuah aturan yaitu Hukum 
Perdata yang termasuk dalam ranah hukum privat atau hukum sipil (civil law) 
dalam sistematika hukum di Indonesia. Hukum perdata merupakan ketentuan- 
ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam 
memenuhi kepentingannya, serta membatasi kehidupan manusia atau seseorang 
dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.3 
Menurut Subekti, Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua 
hukum “privat materiel”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur 
kepentingan-kepentingan perseorangan.4 Hukum perdata dalam arti yang luas 
meliputi semua hukum “privat materiel”, yaitu segala hukum pokok yang 
mengatur kepentingan masing-masing perseorangan atau individu. Istilah 
 
 
3Darda Syahrizal, Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka 
Grhatama, 2011. hlm. 12. 





“Perdata” lazim disebut sebagai lawan dari “Pidana” dan istilah “Hukum 
Perdata” dalam arti sempit disebutnya “Hukum Dagang”.5 
 
Hukum perdata adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan setiap 
orang terhadap orang lain yang menyangkut hak dan kewajiban dalam 
pergaulan di masyarakat. Apabila ada masalah antar anggota masyarakat 
diantaranya akan melakukan gugatan. Gugatan itu sendiri merupakan tuntutan 
hak yang dimintakan oleh individu, beberapa orang, yang terikat dalam 
hubungan hukum, yang ditujukan kepada individu lain, melalui pengadilan, 
yang dalam objek bahasan ini adalah pengadilan negeri, akibat adanya 
perselisihan diantara individu-individu tersebut.6 
Hal ini bagi Peneliti menjadi acuan untuk membedah lebih dalam 
peranandari peraturan Gugatan Sederhana untuk lima tahun terakhir ini sejak 
tahun 2015. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan 
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 
Hukum acara perdata ini akan mengatur bagi pihak-pihak berperkara untuk 
diikuti bagaimana aturan mainnya. 
Sifat yang terdapat dalam hukum acara perdata sendiri pada mulanya 
bersifat mengatur, namun apabila sudah digunakan maka sifatnya menjadi 
memaksa.7 Dengan demikian bagi para pihak diberikan kebebasan untuk 
menyelesaikan sengketa perdata apakah para pihak menggunakan lembaga 
pengadilan sebagai lembaga litigasi atau diselesaikan secara non litigasi. 
Hal ini dikembalikan kepada para pihak dengan inisiatifnya khususnya 
pihak Penggugat sendiri. Di Perma ini Hakim tunggal berperan aktif untuk 
mendamaikan para pihak. Dalam perkembangan hukum acara perdata 
5Subekti, Op. cit, hlm. 1. 
6Acmad Fauzan dan Suhartanto, Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, 
Surabaya: Yrama Widya, 2006. hlm. 13. 
7Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori 





mengenai mediasi sendiri juga telah mengaturnya. Pengintegrasian sistem 
mediasi dalam proses beracara di pengadilan dianggap sebagai proses 
penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan relatif murah, sehingga dapat 
memberikan kontribusi positif dalam memenuhi rasa keadilan serta 
memberikan hasil memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. 
Hal tersebut disebabkan pengintegrasian sistem mediasi lebih 
mengutamakan pendekatan konsensus dalam mempertemukan kepentingan 
para pihak yang bersengketa dalam mempertemukan kepentingan para pihak 
yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian 
sengketa ke arah win-win solution.8 
Kepastian hukum merupakan suatu kepastian tentang bagaimana 
peraturan perundang-undangan menyelesaikan masalah-masalah hukum, 
bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat. 
Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan 
terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.9 
Di dalam asas-asas hukum Acara Perdata salah satunya Asas Sederhana, 
Cepat dan Biaya Ringan. Seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara harus 
berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo 
yang tidak terlalu lama dan tentunya tidak memakan biaya yang banyak. 
Sederhana diartikan bahwa hakim dalam mengadili harus menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara. 
Cepatdiartikan bahwa hakim dalam memeriksa para pihak berperkara setelah 
ada bukti-bukti yang cukup dan akurat segera memberikan keputusan dan 
waktunya tidak diulur-ulur atau penundaan persidangan. 
Berangkat dari hal tersebut, untuk merespon penyelesaian-penyelesaian 
perkara perdata yang ringkas dan sederhana, maka lembaga Mahkamah Agung 
 
8Herowati Poesoko, Dinamika Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Yogyakarta : 
Laksbang Group Yogyakarta, 2019. hlm. 51. 
9 Efa Laela Fakhriah, Kapita Selekta Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung : Mandar 





pada tahun 2015 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan 
Perma pembaharuanPerma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah 
Agung Muhammad Hatta Ali dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. 
Pada Perma terakhir tahun 2019 batasan-batasan jumlah nilai gugatan materiil 
atau yang disengketakan menjadi nominal sejumlah Rp.500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah) sesuai Pasal 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019. 
Hal ini menjadi sebuah momentum akankemajuan dalam hukum positif 
di Indonesia, hal ini merupakan inisiatif dari Mahkamah Agung dalam 
merespon kebutuhan masyarakat yang mendesak dan atas desakan dari bawah 
yang begitu deras. Tetapi apakah Perma tersebut sudah mewakili tujuan dari 
Gugatan Sederhana. Dalam setiap permasalahan atau sengketa akan menjadi 
dasar dalam sengketa tersebut terjadi karena para pihak telah mempunyai 
hubungan hukum dengan kata lain masing-masing pihak telah melakukan 
perbuatan hukum. 
Perbuatan hukum dimaksud ini telah menyepakati akan hak dan 
kewajiban masing-masing. Hak dan kewajian ini timbul oleh adanya perikatan. 
Perikatan secara bahasa Belanda dikenal dengan “verbintenis” dan 
“Overeenkomst”, dalam bukunya Subekti dan Tjiptosudibjo istilah tersebut 
digunakan masing-masing pengertian dalam hal perikatan dan persetujuan.10 
Dengan maksud adanya perikatan pasti tidak lepas dengan adanya persetujuan 
yang dilakukan oleh para pihak dalam mengikatkan diri pada perjanjian. 
Perikatan adalah sebuah hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh 
hukum. Hubungan hukum dapat dibedakan atas dasar pergaulan hidup yang 
ada di masyarakat meliputi faktor kesopanan, kepatutan dan kesusilaan.11 
 
10Subekti dan Tjiptosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta :Paramita, 
1974.hlm. 291 dan 304. 





Adanya aturan hukum yang dibuat sendiri oleh para pihak akan menjadi akad 
sebuah perjanjian dimana hak dan kewajiban masing-masing harus 
dikedepankan demi tujuan dari akad itu sendiri. 
Apabila ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh satu dari para 
pihak akan menjadi masalah, ketika masalah ini muncul akan menjadi sengketa 
dari masing-masing pihak. Tidak akan mungkin ketika timbul sengketa satu 
pihak akan berdiam diri dan hanya pasrah atas perbuatan oleh pihak yang lain. 
Dengan adanya sengketa tersebut pastilah timbul suatu upaya hukum dengan 
melakukan gugatan terhadap pihak yang dianggap tidak memenuhi prestasi 
atas kewajiban yang sudah disepakati bersama. 
Gugatan bisa dilakukan merujuk atas wanprestasi atau ingkar janji 
maupun atas Perbuatan Melawan Hukum atau disingkat dengan PMH. Arti 
perbuatan melawan hukum berbeda dengan wanprestasi atau ingkar janji. 
Perbuatan melawan hukum itu ada dikatakan Penggugat atas kewajiban yang 
telah dilanggar oleh tergugat di dalam ketentuan aturan hukum, sedangkan di 
dalam wanprestasi, hak atau kewajiban berasal dari kesepakatan para pihak. 
Sumber utama pengaturan hukum perikatan di Indonesia terdapat dalam 
Buku III KUHPerdata tentang perikatan (van verbintenissen). Buku III 
KUHPerdata ini memiliki struktur atau sistematika sebagai berikut : 
1. Bab I tentang Perikatan Pada Umurnnya (van verbintenissen in het 
algemeen); 
2. Bab   II   tentang   Perikatan   yang   Timbul   Karena   Perjanjian (Van 
vebintenissen die uit contract of oveeenkomst geboren worden) ; 
3. Bab III tentang Perikatan yang Timbul Karena Undang-Undang (Van 
verbintenisen die uit kracht der wet geboren worden); 
4. Bab IV tentang Berakhirnya Perikatan (Van het te niet gaan der 
verbintenissen) ; 
5. Bab V- XVIII Buku III KUHPerdata mengatur berbagai perjanjian yang 





dalam Bab V- XVIII Buku III KUHPerdata tersebut diatur berbagai 
bentuk perjanjian yang banyak digunakan anggota masyarakat dan 
sudah memiliki nama tertentu, seperti perjanjian jual beli, tukar 
menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian pemberian 
kuasa, dan pinjam pakai ; Bab I - Bab IV Buku III KUHPerdata 
merupakan ketentuan yang bersifat umum.12 
Dengan demikian terlihat jelas bahwa KUHPerdata mengatur perikatan 
yang lahir dari perjanjian, yakni yang memang dikehendaki oleh para pihak 
yang membuat suatu perjanjian, dan perikatan yang lahir dari undang-undang, 
yakni perikatan yang ditentukan undang-undang diluar kemauan para pihak 
yang bersangkutan.13 
Penyatuan pengaturan kontrak dan perbuatan melawan hukum dalam satu 
generik perikatan yang dianut Buku III KUHPerdata, menimbulkan beberapa 
permasalahan fundamental, yakni : 
1. Secara teoritik, meskipun secara konseptual terdapat pemisahan yang jelas 
antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, namun karena ada 
dalam generik yang sama, menyebabkan tumpang tindih pemahaman 
terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ; 
2. Berimbas pada praktik, menimbulkan kontroversi dalam putusan 
pengadilan mengenai perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 
yang berkaitan dengan kontrak. 
Kesulitan dalam memberikan batas-batas antara wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum, antara lain karena konsep perikatan di dalam Buku 
III KUHPerdata menyatukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, 
sehingga menimbulkan pemahaman yang tumpang tindih. 
Perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan yang langsung 
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peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak 
langsung telah melanggar hukum.14 
Salah satu faktor yang sangat penting terkait dengan akses terhadap 
keadilan sangat ditentukan oleh kinerja lembaga peradilan itu sendiri. Agar 
setiap orang dapat dengan mudah memperjuangkan keadilannya, proses 
peradilan harus dilaksanakan sesederhana mungkin, secepat mungkin dan 
semurah mungkin.15 
Small Claim Court merupakan istilah dan sebuah konsep tentang 
peradilan yang dibuat sesederhana mungkin dengan nilai gugatan kecil 
sekaligus tidak perlu menggunakan jasa seorang advokat yang diharapkan 
dilakukan oleh orang siapapun untuk memperjuangkan hak-haknya. 
Mekanisme penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama dan prosesnya 
rumit secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara 
global, karena prinsip ekonomi selalu mempertimbangkan kecepatan waktu 
dan biaya yang dibutuhkan. Dengan demikian apabila percepatan proses 
peradilan akan membantu pertumbuhan perkonomian dan membangkitkan 
semangat bisnis bagi para pelaku usaha dari kalangan menengah ke bawah.16 
Seiring berjalannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi tonggak sejarah baru adanya 
pembaharuan dalam perkembangan hukum acara perdata di Indonesia dan atas 
beberapa pertimbangan-pertimbangan kemudian dirasa perlu untuk dilakukan 
perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015tersebut. Pelaksanaan Perma 
Gugatan Sederhana ternyata mendapatkan respon positif bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan, hal ini merupakan stimulus bagi masyarakat untuk 
memperjuangkan apa yang menjadi haknya karena tidak dipenuhinya hak-hak 
baik yang sudah dilakukan proses litigasi maupun yang belum melakukan 
proses litigasi. 
 
14Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum 
Perdata, Bandung : Mandar Maju, 2018. hlm. 6. 
15M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, 
Jakarta : Alumni, 2012.hlm. 21. 
16 M. Syarifuddin, Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Jakarta 





Atas respon dari masyarakat tersebut maka Mahkamah Agung menindak 
lanjuti dengan perubahan yang signifikan di dalam peraturannya. Dengan 
memudahkan syarat administratif yang dianggap bisa lebih memenuhi dan 
mewakili bagi pihak yang berperkara. Pemangkasan agenda acara tetap 
dikedepankan, melainkan dalam hal domisili para pihak masih bisa dilakukan 
dan diproses dengan mudah. Akan tetapi hal baru ini di lapangan masih ada 
beberapa kendala dalam prosesnya. Akan tetapi setidaknya momentum atas 
Perma ini bisa menjawab atas asas-asas dalam hukum acara perdata di 
Indonesia. 
Menjadi tolak ukur dan harapan bagi badan peradilan Indonesia ketika 
produk Small Claim Courtbisa dimanfaatkan bagi pihak yang ingin 
menyelesaikan perkara perdata dengan proses cepat tanpa membutuhkan waktu 
yang lama. Yang diharapkan bagi pihak pemutus sendiri bisa memahami betul 
Perma Gugatan Sederhana ini, sehingga atas hakim tunggal yang memeriksa 
perkara tersebut bisa memberi kepastian dan keadilan dalam hal memberikan 
putusan finalnya. Hakim tunggal disini bisa mempraktekkan peraturan yang 
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan baik dan tidak melanggar terhadap 
asas Ius Curia Novit dimana hakim dianggap mengetahui semua hal hukum. 
Sangat penting pelaksanaan dari peraturan gugatan sederhana untuk 
diketahui oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan, karena 
hakim tunggal ini dituntut untuk segera memutus perkara yang tidak perlu 
waktu lama terhadap perkara yang sudah masuk dalam sistem administrasi di 
peradilan. Namun demikian ketika hasil putusan gugatan sederhana ini ada 
pihak-pihak yang keberatan bisa dilakukan peninjauan kembali secara internal 
dalam suatu majelis yang ditunjuk terhadap putusan perkara gugatan 
sederhana. 
Tetapi setidaknya hakim tunggal yang memegang perkara bisa dipastikan 
harus paham betul atas peraturan Mahkamah Agung tersebut. Dengan demikian 
perkembangan peraturan gugatan sederhana nantinya akan terus berkembang 





Rasa keadilan haruslah tercermin dari putusan hakim baik secara 
substantif maupun secara prosedural sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat 
pada umumnya dalam memperoleh kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Nilai- 
nilai yang terkandung dalam sebuah putusan hakim tunggal dalam perkara 
perdata gugatan sederhana ini harusnya menjadi indikator kualitas para hakim 
sebagai pemutus akhir sebuah perkara tersebut. 
Terobosan baru ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Small Claim 
Court hendaknya menjadi tanggung jawab bagi seluruh hakim tunggal dalam 
memeriksa dan memutus perkara. Seperti yang diharapkan terciptanya 
peradilan yang sederhana, cepat dan tidak berbiaya mahal maka tidak serta 
merta seorang hakim tunggal ketika mendapatkan disposisi atas perkara masuk 
tentang gugatan sederhana menjadi ogah-ogahan dalam memeriksa dan 
memutus perkara. 
Sosialisasi dan kajian terkait gugatan sederhana harusnya dilakukan 
dengan itikad baik dan bersungguh-sungguh oleh lembaga yang mulia 
Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam memperoleh kepastian 
hukum yang berkeadilan bagi para pihak berperkara. Setelah sekian tahun 
pelaksanaan peradilan secara perdata di Indonesia hanyalah cita-cita yang 
pupus dalam asas-asas acara perdata. Secara kelembagaan dan struktural 
semestinya dilakukan evaluasi demi evaluasi atas peraturan Mahkamah Agung 
tentang gugatan sederhana. 
Artinya harus tetap ada pengawasan dan monitor atas pelaksanaan Perma 
gugatan sederhana. Tidak dipungkiri bahwa sesuatu yang baru dalam sebuah 
peraturan dalam pelaksaannya masih saja ada kendala. Hal ini sejak 
dikeluarkannya perma gugatan sederhana pada tahun 2015 sampai dengan 
sekarang masih dirasa belum optimal meskipun sudah berjalan dalam 
persidangan. 
Beberapa faktor yang seharusnya bisa optimal dalam pelaksaannya, 
ternyata fakta di persidangan masih banyak pendapat hakim tunggal yang 
masih belum mumpuni dalam cara pandang memeriksa sebuah perkara gugatan 





sebuah putusan gugatan sederhana. Tidak semua hakim tunggal disini secara 
komprehensif menguasai peraturan penyelesaian gugatan sederhana. Padahal 
gugatan sederhana sangat mempunyai arti penting dalam menciptakan asas- 
asas hukum acara perdata. Sebuah putusan gugatan sederhana sangat 
mempengaruhi secara langsung atas rasa keadilan dan kepastian bagi 
Masyarakat. 
Sejak masuknya pendaftaran perkara gugatan sederhana sampai dengan 
agenda sidang pertama beberapa pendapat hakim tunggal terkadang tidak 
sesuai dengan harapan apa yang menjadi tujuan dari peraturan gugatan 
sederhana. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan dan harapan dari 
terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah hanyalah sebuah 
fotomorgana. 
Hanya karena cara pandang terhadap gugatan sederhana seorang hakim 
tunggal. Dengan demikian perkembangan peraturan gugatan sederhana masih 
ada kendala-kendala dalam proses persidangan acara perdata. Perlunya 
penjelasan lebih spesifik berdasar kajian hukum atas tujuan perubahan 
peraturan gugatan sederhana dengan dasar hukum yang jelas dan pasti. 
Sehingga perkembangan aturan gugatan sederhana ini bisa mengawal perkara 
secara arif dan bijak, serta bisa mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan 
kemanfaatan. 
Atas putusan gugatan sederhana pada tingkat peradilan tingkat pertama 
ini bisa menjadi pekerjaan berat bagi pemutus perkara. Karena beban pekerjaan 
yang semakin berat secara tidak langsung akan berpengaruh pada kinerja 
seorang hakim dalam memberikan putusan. Putusan bisa jadi jauh dari nilai- 
nilai keadilan dan kepastian hukum.Sehingga peraturan gugatan sederhana 
disini menjadi tidak mempunyai kemanfaatan bagi pihak berperkara. 
Hal ini tentunya harus menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga 
Mahkamah Agung untuk memonitor perkembangan peraturan gugatan 
sederhana yang sudah berjalan. Bukan tentang banyaknya jumlah perkara 
gugatan sederhana yang masuk dalam register kepaniteraan sebagai tolak ukur 





putusan perkara gugatan sederhana akan menjadi sia-sia karena tidak 
mempunyai nilai-nilai keadilan dalam prosesnya. 
Belum lagi bagi para pihak menjadi berputus asa dalam melakukan upaya 
keberatan atas putusan. Sehingga upaya keberatan tidak dilakukan oleh pihak 
yang berkeberatan terhadap putusan. Dalam evaluasinya seharusnya telah 
terbangun sistem yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menjawab 
kendala-kendala di lapangan dalam perkembangan peraturan gugatan 
sederhana yang sebenarnya. Ini menjadi pertimbangan untuk bahan evaluasi ke 
depan guna perbaikan terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, cepat 
dan berbiaya murah di Indonesia. 
Bagi Peneliti memberikan batasan gugatan sederhana dengan gugatan 
perdata biasa sekaligus perubahan peraturan gugatan sederhana sebelumnya 
dengan perubahan terakhir, yang memberikan pengertian bahwa gugatan 
sederhana merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan 
tujuan mewujudkan sistem peradilan di Indonesia berasaskan peradilan 
sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Materi sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (bukan 
sengketa hak atas tanah) atas nilai gugatan materiil yang dibatasi sampai 
dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam batasan waktu 
penyelesaian paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang 
pertama. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas dapat dikemukakan 
beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana perkembangan dan implementasi Gugatan Sederhana pada 
praktik peradilan di Indonesia ? 
2. Bagaimana dampak perubahan Perma Gugatan Sederhana pada praktik 
peradilan di Indonesia ? 
 





Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah : 
1. Dengan penelitian akan menjadi lebih jelas dan memahami arti Gugatan 
Sederhana secara kajian dalam hukum perdata dan beracara saat praktik di 
lapangan. 
2. Untuk bisa mendalami lebih jauh tujuan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 4 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 
3. Model gugatan yang tidak biasa ini, diharapkan bisa memberikan 
penjelasan secara detail menemukan dan merumuskan konsep keadilan 
pada Gugatan Sederhana yang mewujudkan asas peradilan, sederhana, 
cepat dan biaya ringan serta memberikan sumbangan bagi pengembangan 
ilmu hukum (segi teoritis) maupun kepentingan masyarakat terutama 
kalangan menengah ke bawah. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Adapun manfaat dari Penelitian ini antara lain : 
1. Dapat memberikan landasan pemikiran terhadap penyelesaian perkara 
perdata dengan upaya hukum melalui Gugatan Sederhana. 
2. Mengoptimalkan Gugatan Sederhana sesuai koridor aturan Perma. 
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dan referensi bagi 
kalangan praktisi dan penegak hukum terhadap hukum acara perdata untuk 
mewujudkan mekanisme peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 
dalam sistem peradilan di Indonesia. 
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F. KERANGKA TEORI 
Teori Keadilan 
Teori hukum yang digunakan peneliti adalah teori keadilan, dimana 
dalam peraturan gugatan sederhana ini apakah bisa memberikan keadilan 
dengan sistem yang sederhana, cepat dan berbiaya murah dalam 
perkembangan peraturan gugatan sederhana di sistem peradilan Indonesia. 
Esensi keadilan dari sisi proses beracara persidangan sangat 
diharapkan dengan tidak berpihak pada salah satu pihak berperkara, 
sehingga keadilan dapat diterapkan dengan proposional atau dengan kata 
lain keadilan distributif. Perkembangan peraturan gugatan sederhana di 
Indonesia sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dan dianalisis sejauh 
mana ketidakberpihakan atau ketidaksewenang-wenangan dari pihak satu 
terhadap pihak yang lainnya di dalam suatu masyarakat. Dalam 
penerapannya peraturan gugatan sederhana pada praktik peradilan yang 
tidak biasa ini terhadap hukum acara perdata adalah memangkas beberapa 
agenda persidangan dan hanya sebatas pada peradilan di tingkat pertama. 
Satu sisi yang lain hal peraturan gugatan sederhana ini setidaknya 
membuat ringan suatu pekerjaan hakim pemutus dalam memutus perkara. 
Efektifitas ini menjadi dilema oleh beberapa kalangan dengan berlakunya 
Perma gugatan sederhana yang dibatasi waktu dengan maksimal 25 hari 
kerja. Atas regulasi tersebut urgensi dari Perma gugatan sederhana terhadap 





sejauh mana. Teori keadilan tidak bisa dipisahkan dengan kemanfaatan. 
Keadilan merupakan sesuatu yang terdapat pada aturan-aturan untuk 
melindungi hak dan kewajiban yang dianggap penting untuk kesejahteraan 
masyarakat yang diperlakukan secara setara.17 Dengan demikian penelitian 
terhadap perkembangan peraturan gugatan sederhana di Indonesia ini 
difokuskan pada implementasi dan dampak perubahan peraturan gugatan 
sederhana di Indonesia dalam menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan 
dan asas manfaat dalam suatu putusan sebatas lembaga peradilan tingkat 
pertama. 
 
G. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian penulisan tesis ini terdiri dari : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penyusunan Proposal Tesis ini adalah 
penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Sumber datanya dapat 
diperoleh melalui penelusuran dokumen berupa kajian-kajian pustaka. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif (normative law 
research) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis atau hukum 
positif. Penelitian hukum ini mencakup : 
a. Penelitian terhadap teori, filosofi, sejarah, dan asas-asas hukum 
b. Penelitian terhadap sistematika dan materi hukum 
Alasan penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (library 
research) karena setidaknya penulis terhadap praktek di lapangan 
setidaknya didukung dengan literatur yang didapat dari dokumen-dokumen 
dalam bentuk tulisan, baik jornal, buku maupun literatur yang lain. Sehingga 
dalam penelitian ini atas permasalahan yang ada terkait dengan 
perkembangan dan implementasi gugatan sederhana pada praktik peradilan 
di Indonesia serta dampak atas perubahan Perma gugatan sederhana bisa 
 
 





lebih mengakomodir dan bisa menemukan atau merumuskan konsep 
keadilan pada gugatan sederhana. 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif. Metode ini 
digunakan untuk melihat dan menemukan substansi hukum secara normatif. 
Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan kajian dan analitis 
dengan analisa terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang.18 Penelitian hukum normatif mencangkup 
penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika 
hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian 
terhadapsejarah hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum.19 
Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini mengkaji tentang 
perkembangan peraturan gugatan sederhana, sehingga bisa melihat substansi 
hukum secara kelembagaan yang dapat mengakomodir kebutuhan 
masyarakat pada umumnya. 
3. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian ini dengan deskriptif analitis, yaitu suatu 
penelitian hukum yang berusaha menelaah dan memberikan gambaran 
lengkap tentang Gugatan Sederhana dengan berbagai data yang menjadi 
obyek penelitian untuk memperoleh jawaban-jawaban terhadap masalah- 
masalah yang telah dirumuskan serta memberikan solusi. 
4. Sumber Data 
Penelitian inimenggunakan data sekunder, bahan hukum primer 
berupa Undang-Undang, Perma No. 4 Tahun 2019 dan Perma No. 2 tahun 
2015. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur, jurnal yang 
berkaitan dengan masalah penelitian. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode Pengumpulan Data pada penelitian hukum ini peneliti 
bersandar pada data sekunder, dengan cara Studi Pustaka. 
18Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 
Disertasi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017. hlm. 13. 





6. Metode Analisis Data 
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan Metode analisis 
data menggunakan pendekatan analitik kualitatif induktif. Oleh karena, 
penelitian ini tidak hanya sekedar mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, 
konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan-peraturan hukum yang ada 
kaitannya dengan pokok bahasan, tetapi juga berusaha untuk menjelaskan 
kenyataan hukum dalam masyarakat sebagai suatu fenomena masyarakat 
dalam kehidupan hukum terkait Small Claim Court dalam sistem peradilan 
di Indonesia. 
Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini memilih 
perkembangan peraturan gugatan sederhana dengan bahan-bahan 
perbandingan hukum antara Perma yang lama dengan Perma yang baru, 
dengan membuat sistematik dan klasifikasi yang dianalisis secara induktif 
kualitatif. Proses berfikir secara induktif ini dimulai dari fakta atau data 
khusus berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. 
 
H. SISTEMATIKA PENULISAN 
Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari : 
Bab I : Pendahuluan 
Menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 
penulisan tesis.Salah satu cara dalam proses penyusunan tesis ini, 
dengan berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka 
yang ada berupa karya-karya tesis maupun buku-buku yang relevan 
ataupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang 
diteliti oleh peneliti. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk 
memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian 
lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara 
keilmuan dan menghindari unsur plagiasi. 





Pada bab ini menguraikan tentang norma, konsep-konsep hukum 
dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan perkembangan 
peraturan gugatan sederhana di Indonesia. 
Bab II : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam bab ini diuraikan secara sistematis tentang hasil-hasil 
penelitian yang telah dilakukan dan analisis terhadap permasalahan 
yang diangkat oleh peneliti adalah Perkembangan Peraturan Gugatan 
Sederhana Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana dan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 
 
Bab III : Penutup 
Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran atau 
rekomendasi dari hasil penelitian berupa pemikiran terhadap 







A. Tinjauan Umum tentang Small Claim Court 
 
Small Claim Court tidak lain sama artinya dengan gugatan sederhana. 
Konsep ini telah dilakukan di negara-negara maju untuk kemajuan pelaku 
usaha dalam menyelesaikan tiap perkara guna mendapatkan hak-haknya atau 
menuntut ganti rugi konsumen dan begitu pula untuk sebaliknya. Proses 
peradilan dalam penyelesaiannya dilakukan dengan cepat dan sederhana atau 
tidak berbelit-belit dengan memberikan penawaran solusi dan kemanfaatannya. 
Konsep Small Claim Court telah lama digunakan di negara dengan 
sistem hukum Common Law dan juga Civil Law. Bahkan tumbuh dan 
berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, 
Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga di negara-negara berkembang baik di 
benua Amerika Latin, Afrika dan Asia. 
Hal ini dikarenakan forum penyelesaian sengketa bisnis melalui 
pengadilan yang efisien, cepat dan biaya perkara murah bagi perkara yang 
jumlah nilai perkaranya kecil diperlukan dalam dunia bisnis. Pembentukan 
suatu forum demikian sangat dibutuhkan terutama bagi negara berkembang 
seperti Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan para investor dalam dan 
luar negeri guna mengembangkan dunia bisnis.20 
Sebelum adanya Perma yang mengatur adanya gugatan sederhana ini 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien 
sehingga menghambat laju kemajuan dalam hal bisnis. Prosedur yang harus 
ditempuh dengan lama dan membosankan malahan akan menjadi 
persengketaan yang baru muncul lagi. Litigasi dilakukan meskipun dalam 
berjalannya waktu ada keputusasaan dan ketidakyakinan bagi pihak 
berkepentingan. Ada yang dilakukan dengan prises non litigasi dengan 
perdamaian yang didasarkan kesepakatan pihak namun tidak mengikat secara 









formal meskipun telah diatur oleh undang-undang meski diatur dalam bentuk 
akta tertulis. 
Sistem hukum acara perdata yang berlaku atas hasil kesepakatan tersebut 
tidak dapat langsung dimohonkan ke pengadilan negeri untuk dasar alasan 
dijadikan putusan perdamaian hakim, akan tetapi pihak-pihak harus 
mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan bukti akta perdamaian yang 
telah dibuat dengan tujuan final putusan perdamaian hakim (acta van dading). 
Penyelesaian sengketa demikian atas non litigasi melalui arbitrase yang 
sifatnya yudisial walaupun lembaga atau badan Arbitrase bukan badan 
peradilan tetapi sebuah lembaga penyelesaian sengketa. Secara praktik di 
lapangan lembaga ini seringkali tidak bisa mencapai penyelesaian sengketa 
dengan baik sekalipun telah ada peraturan yang mengatur. Penyelesaian 
sengketa demikian tidak efektif dan efisien dalam memutus sengketa. 
Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan 
mewajibkan seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus 
dimediasikan terlebih dahulu di pengadilan, tapi hal ini tidak efektif dan tidak 
tercapai tujuannya melainkan menambah beban pekerjaan perkara di 
pengadilan. Selain itu adanya Pengadilan Niaga bukan berarti dapat dengan 
mudah menyelesaikan persoalan bisnis tentang perniagaan, tetapi berdasar 
peraturan yang berlaku kompetensi dari Pengadilan Niaga pun terbatas pada 
persoalan kepailitan sengketa Haki bukan sebagai persoalan secara keseluruhan 
tentang bisnis. 
Small claim court sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa 
bisnis yang timbul akibat transaksi bisnis baik yang dilakukan oleh pengusaha 
mikro, kecil maupun menengah (UMKM). Seiring dengan pertumbuhan 
perekonomian baik dari skala mikro maupun menengah menawarkan sebuah 
small claim court untuk proses pengadilan yang cepat dalam mendapatkan 
kompensasi dari transaksi jual beli barang atau jasa. 
Manfaat dari small claim court ini tanpa biaya yang tinggi, lama dan 
tidak memakai prosedur yang rumit. Jadi ini merupakan andalan yang 





peradilan yang cepat tetapi mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepastian 
hukum tetap terlaksanakan dengan baik. 
Indonesia sudah melakukan adopsi regulasi yang pada intinya sama 
melakukan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Atas 
regulasi tersebut telah dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung dengan 
kajian-kajian secara teoritik dan analisa detail dalam penerapannya di peradilan 
Indonesia dengan substansi nilai perkara materill yang kecil. 
Langkah yang ditempuh oleh Mahkamah Agung merupakan terobosan 
baru untuk memangkas agenda sidang di luar perkara perdata biasa.Dalam 
penyelesaiannya sengketa ini pelaku bisnis bisa lebih memanfaatkan regulasi 
gugatan sederhana dengan mudah.Momen lahirnya peraturan gugatan 
sederhana merupakan tanggapan terhadap Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, dimana 
ada kebijakan dan strategi di bidang hukum yang mengarahkan untuk 
melakukan agenda reformasi sistem hukum perdata Indonesia dengan sistem 
cepat dan mudah. 
Gugatan Sederhana adalah merupakan gugatan yang dilakukan oleh 
pihak berkepentingan dalam menuntut hak-haknya dengan nilai gugatan 
berskala kecil. Sesuai Peraturan Gugatan Sederhana Perma RI Nomor 4 tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa penyelesaian 
Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap 
gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya nilai gugatan materiil maksimal 
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktiannya sederhana dan dilakukan dengan proses penyelesaian acara 
cepat (Small Claim Court). 
Perlakuan regulasi ini dibedakan dengan perdata biasa tanpa campur 
tangan diatas pengadilan pada tingkat pertama. Sehingga terbatasnya perkara 
hanya sampai di tingkatan pengadilan pertama dikarenakan prinsip waktu 
peyelesaian sengketa harus cepat. Dengan adanya regulasi ini merupakan 





bisa menyelesaikan sengeketa perdata para pihak dengan cepat dan tidak 
berbelit-belit. Peluang ini merupakan terobosan yang diberikan oleh lembaga 
Mahkamah Agung untuk mengakomodasi hak-hak yang selama ini terabaikan 
karena proses beracaranya yang kompleks dan tidak memberikan rasa keadilan. 
Berangkat dari rasa keadilan ini di masyarakat seolah-olah terbelenggu 
oleh pelaku atau golongan ekonomi yang kuat. Bahwa menurut Aristoteteles 
keadilan dibagi menjadi dua hal, yaitu : 
1. Keadilan secara umum 
2. Keadilan secara khusus.21 
Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua 
orang yang tidak membedakan antara orang yang satu dengan orang lainnya 
(justice for all), sedangkan dalam arti khusus adalah keadilan yang berlaku 
hanya ditujukan kepada orang tertentu saja. Atas keadaan di masyarakat dalam 
menuntut keadilan tidak lagi dipersulit oleh anggapan bahwa penyelesaian 
perkara perdata di Indonesia adalah lama dan mahal. Stigma yang berkembang 
di masyarakat ini masih ada, apa lagi hal tentang gugatan sederhana ini sangat 
tidak mengerti apa lagi dengan teknis beracaranya. 
Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa keadilan seharusnya itu 
seimbang dimana prinsip keadilannya distributif sesuai proposinya. Jadi, apa 
yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga tertinggi Mahkamah Agung 
ini telah mewakili segala permasalahan kompleks setelah sekian ratusan tahun 
untuk bisa memberikan seluas-luasnya untuk mendapatkan hak-hak 
masyarakat. 
Konteks gugatan sederhana diharapkan bisa sampai tingkatan menengah 
ke bawah masyarakat dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Bisa 
dilakukan dengan sendiri tanpa menggunakan jasa advokat hal ini menjadi 
pertimbangan ketika draft peraturan gugatan sederhana ini dibentuk.Salah 
satunya dengan biaya murah, artinya masyarakat tidak perlu menggunakan jasa 
advokat meskipun ada masyarakat yang awam atau tidak tahu dengan dunia 
peradilan dalam penyelesaian sengketa perdata. Tetapi ini dikembalikan lagi 
 
 





kepada pihak yang berperkara boleh untuk memakai jasa advokat ataupun tidak 
menggunakannya. Pada prinsipnya acara sidang pada praktik gugatan 
sederhana ini agar benar teraplikasikan dengan murah, cepat dan sederhana. 
Filosofi dari Small Claim Court yaitu bisa diterapkan oleh masyarakat 
yang membutuhkan penyelesaian sengketa dengan singkat. Dan marwah 
peradilan tetap ada dan dijunjung tinggi oleh para pihak sehingga kualitas 
selama proses beracara sidang perdata gugatan sederhana ini tetap utuh nilai- 
nilai keadilan. Perma ini bisa dikatakan sebagai fasilitas yang diberikan oleh 
negara dalam hal kemajuan hukum di masyarakat. 
Jadi adanya Perma ini bisa dinikmati secara umum bagi masayarkat 
dengat aturan-aturan yang diatur di dalam peraturan gugatan sederhana yang 
berasaskan kemanfaatan. Dengan penyelesaian-penyelesaian sengketa dalam 
koridor peraturan Gugatan Sederhana ini bisa diharapkan permasalahan perdata 
di masyarakat yang ada bisa berkurang secara bertahap. 
Kesederhanaan belum ditentukan dalam Perma terbaru, tetapi bisa 
dijadikan tolak ukur untuk beracara sidang di Perma gugatan sederhana ini, 
antara lain : 
a. Hubungan hukum yang ada antar para pihak 
Suatu gugatan sederhana harus benar-benar mempunyai hubungan 
hukum secara langsung antar pihak. Yang melibatkan hak dan kewajiban 
antar masing-masing pihak tersebut sehingga secara sepintas jelas 
hubungan langsung yang dianggap sederhana. Tidak melebihi dari satu 
pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang sama satu sama lain. 
Sederhana disini jelas hubungan hukum satu pihak dengan pihak yang 
lain. 
b. Petitum gugatan sebatas kerugian yang ditimbulkan 
Kerugian disampaikan dalam tuntutan gugatan yang ditimbulkan salah 
satu pihak yang menuntut kerugian sebagai hak bagi pihak berperkara. 
Artinya tidak diperbolehkan tuntutan selain dari kerugian sehingga lebih 
sederhana dan cepat dalam memberikan sebuah putusan yang dibatasi 
oleh waktu. 





Maksud perhitungan kerugian bisa dipahami oleh pihak lain dalam hal ini 
hakim pemeriksa perkara yang bisa memahami perhitungan kerugian 
yang ditimbulkan dengan jelas dan sederhana tanpa melakukan 
perhitungan secara detail atau melakukan perhitungan yang ribet. 
d. Dalil gugatan sesuai dengan alat bukti yang ada 
Gugatan yang diajukan bersamaan dengan alat bukti surat sudah sesuai 
dengan dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat. Bahwa 
ada kesimpulan adanya kebenaran isi dari materi gugatannya baik 
sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)atau 
wanprestasi (kelalaian/kealpaan). 
Gugatan sederhana hanya bisa ditindaklanjuti perkara tersebut sebagai 
perkara wanprestasi maupun sebagai suatu perbuatan melawan hukum 
(onrechtmatige daad). Jika diluar dari koridor perkara tersebut, maka tidak bisa 
dilakukan sebagai upaya gugatan sederhana dan hanya dilakukan dengan suatu 
gugatan perdata biasa. Perkembangan perkara perdata semakin meningkat baik 
itu karenan individu dengan individu yang lain maupun individu dengan badan 
hukum yang saling tidak menguntungkan sehingga penyelsaian sengketa 
tersebut harus diselesaikan di depan pengadilan atau meja hijau. 
Dari keduanya antara perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi 
terdapat unsur kesamaan adanya suatu kerugian yang ditimbulkan.Jadi upaya 
gugatan sederhana pastilah dimudahkan dengan alasan tersebut tetapi bukan 
berarti semua perkara bisa dilakukan dengan gugatan sederhana. Untuk bisa 
dilakukan upaya gugatan sederhana ini Peraturan Mahkamah Agung 
memberikan batasan-batasan yang memberikan pengecualian atas perkara 
perdata dengan tujuan mempercepat proses penyelesaian sengketa yang tidak 
memakan waktu yang lama. Atas perbuatan melawan hukum dan wanprestasti 
telah diatur tersendiri dan masing-masing berbeda untuk pasalnya di KUH 
Perdata. 
1. Wanprestasi 
Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang 
dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Alpa atau lalai 





berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi 
berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan : 
wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk).22 
Wanprestasi(kelalaian/kealpaan)adalah suatu keadaan dimana salah 
satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi suatu kewajiban bagi pihak 
lain dimana tidak melakukan prestasinya atas apa yang telah menjadi 
sebuah perjanjian oleh kedua belah pihak yang menyebabkan pihak yang 
lain menimbulkan kerugian. Perjanjian merupakan salah satu sumber 
perikatan dan tidak akan melakukan wanrestasi, jika sebelumnya tidak ada 
perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi hanya apabila telah ada perjanjian 
sebelumnya yang kemudian diingkari.23 
Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 
empat macam : 
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya.24 
Atas kelalaian dari pihak debitur tersebut di atas bisa diberikan 
sebuah sanksi atau hukuman untuk melakukan sesuatu atau kerugian yang 
ditimbulkan debitur. Akibat dari perbuatan debitur yang lalai atas 
perjanjian tersebut bisa diberikan hukumannya antara lain dengan : 
a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi). 
b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian 
c. Peralihan resiko 
d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim 
Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus 
ditetapkan dahuku apakah si berhutang telah melakukan wanprestasi atau 
 
 
22Subekti, Op. Cit., hlm. 45. 






tidak.Kalau ada penyangkalan dari pihak Tergugat maka harus bisa 
dibuktikan di hadapan hakim pemeriksa perkara. 
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang telah 
berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji 
untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan pihak keduanya menimbulkan 
keterikata satu sama lain yeng bernamakan perikatan. Hubungan antara 
perikatan dan oerjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu 
perikatan dan perjanjian adalah sumber perikatan.Dinamakan perjanjian 
juga disebut juga sebagai persetujuan karena kedua belah pihak saling 
menyetujui untuk melakukan sesuatu. 
Tentang syarat sahnya perjanjian sendiri telah diatur di pasal 1320 
KUHPerdata.selain dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak 
maka berlaku juga syarat sahnya suatu perjanjian oleh kedua belah pihak. 
Jadi dengan adanya perikatan antar pihak, maka jika terdapat diluar syarat 
sah perjanjian maka perjanjian tersebut adalah tidak sah atau tidak sesuai 
dengan undang-undang. 
Wanprestasi pastinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain 
yang ada didalamnya. Menurut pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata 
pengganti kerugian meliputi biaya, rugi dan bunga. Sedangkan pasal 1245 
KUHPerdata menyebutkan, Tidaklah biaya rugi dan bunga harus 
digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian 
tak disangka si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu 
yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan 
perbuatan yang terlarang. 
Melihat pasal tersebut diatas memberikan konsekuensi logis yang 
berarti debitur tidak mengharuskan mengganti biaya, kerugian dan bunga 
jika debitur dalam waktu yang ditentukan dalam keadaan terpaksa 
(overmacht) tidak bisa memenuhi kewajibannya. Pengganti kerugian 
akibat dari wanprestasi yaitu kerugian yang nyata diderita oleh kreditur 
akibat perbuatan debitur. Hanya kerugian yang memenuhi dua syarat yang 





a. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu 
perikatan dibuat 
b. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta dari 
wanprestasi 
 
2. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) 
Dalam pasal 1365 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perbuatan yang 
melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut. 
Unsur-unsur yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan 
hukum (PMH) yaitu : 
a. Ada perbuatan melawan hukum 
b. Harus ada kesalahan 
c. Harus ada kerugian 
d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 
Melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak orang 
lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan 
dengan kesusilaan dan atau bertentangan dengan kepatuhan yang 
berlakunya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau barang orang 
lain.Selain perjanjian dan undang-undang sebagai sumber perikatan (pasal 
1233 KUHPerdata) masih ada lagi sumber perikatan lain yaitu putusan 
pengadilan. Suatu putusan pengadilan yang menimbulkan perikatan adalah 
vonic putusan sesuai ketentuan pasal 611 huruf (a) dan huruf (b) RV 
seperti uang paksa (dwangsom). 
 
3. Latar BelakangSmall Claim Court di Indonesia 
Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 merupakan 
aturan yang saat ini diaplikasikan oleh masyarakat dalam penyelesaian 
sengketa perdata berskala kecil. Dasar pembentukan peraturan Mahkamah 





a. Berdasarkan penelitian Bank Dunia, salah satu faktor penghambat 
dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah : 
- Penyelesaian sengketa pad pengadilan tingkat pertama yang 
tidak efisien 
- Jangka waktu penyelesaian yang lama 
- Biaya perkara yang tinggi 
- Serta biaya pengacara yang tinggi 
b. Beberapa jenis sengketa perdata, terutama sengketa bisnis 
memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap 
menghendaki diperolehnya kekuatan hukum mengikat dari hasil 
penyelesaian tersebut berupa putusan hakim. 
c. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dirasakan tidak 
efisien dan tidak efektif, sehingga akan mengganggu atau 
menghambat kegiatan bisnis. 
d. Penyelesaian sengketa melalui cara Alternative Dispute Resolution 
(ADR) yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, tidak secara 
otomatis memberikan daya paksa (kekuatan mengikat) bagi para 
pihak, akan tetapi hanya didasarkan pada itikad baik sehingga tidak 
memberikan kepastian hukum.25 
Berangkat dari UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman terdapat pada Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) yang 
menyebutkan masing-masing, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan” dan “Pengadilan membantu pencari keadilan 
dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”, 
memberikan ruang bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan 
Mahkamah Agung. 
Mahkamah Agung beranggapan perlunya aturan tersendiri untuk 
mewujudkan sistem paradilan di Indonesia demikian diluar aturan hukum 
25Made rawa Aryawan, Sejarah/Latar Belakang Pembentukan Perma 2 Tahun 2015 & 
Perma 4 Tahun 2019, Bahan Ajar pada Pelatihan Teknis Fungsional Perkara Gugatan Sederhana 
(Small Claim Court) bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh 





acara perdata biasanya. Hal ini dianggap mempunyai hubungan secara 
langsung dengan sistem perekonomian di Indonesia dalam hal 
pertumbuhan Jangka Panjang pemerintah dalam peningkatan taraf hidup 
masyarakat. 
Lingkup pertumbuhan ekonomi secara nyata ada pada bidang bisnis 
yang mempunyai pengaruh kegitatan yaitu ketika ada permasalahan bisnis 
disitu pula ada hukum perdata yang akan dihadapi oleh para pihak yang 
turut di dalamnya. Potensi demikian jelas ada di masyarakat pelaku bisnis, 
dengan adanya kemudahan atau fasilitas dari peraturan gugatan sederhana. 
Penyelesaian sengketa di lingkungan pengadilan tingkat pertama 
diharapkan mempunyai kepastian hukum yang berdasarkan nilai-nilai 
keadilan. Hal yang memberikan angin positif bahwa perkara sengketa 
gugatan sederhana ini tidak sampai di putusan tingkat Mahkamah Agung. 
Tidak adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali 
pada sengketa gugatan sederhana. 
Sehingga intensitas perkara perdata yang masuk ke Mahkamah 
Agung secara langsung mengurangi pekerjaan. Sehingga penumpukan 
perkara perdata tervatas pada pengadilan di tingkat pertama. Atas putusan 
sengketa gugatan sederhana ini hanya bisa dilakukan dengan upaya hukum 
keberatan, itupun dilakukan di pengadilan tingkat pertama. 
Hukum Acara Perdata pada umumnya (HIR/Rbg) tidak 
mengklasifikasikan perkara berdasarkan nilai gugatan, sehingga berapapun 
nilai gugatannya, tetap tunduk pada proses penyelesaian perkara biasa 
dengan segala tahapan yang berlaku. 
Mekanisme upaya hukum bagi perkara perdata terdiri dari upaya 
hukum biasa yaitu banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa yaitu 
peninjauan kembali dan perlawanan, sehingga bagi perkara yang nilai 
sengketanya kecil menjadi tidak relevan jika harus menempuh mekanisme 
dan tahapan yang begitu panjang hingga kasasi dan Peninjauan Kembali.26 
 
 





Model Small Claim Court di Indonesia merupakan pembaharuan 
hukum positif ke arah reformasi peradilan. Tidak menutup kemungkinan 
akan adanya perubahan ke depan yang lebih baik terhadap regulasi 
gugatan sederhana yang selama ini masih berkontribusi positif atas 
sengketa-sengketa perdata yang masih berskala kecil. 
Secara umum proses pemeriksaan perkara dimulai dengan 
pemeriksaan identitas para pihak dan upaya perdamaian yang dilakukan 
oleh hakim mediasi. Kemudian dilanjutkan jika tidak ada upaya damai 
atau perdamaian gagal maka dilakukan dengan jawab jinawab replik, 
duplik, kesimpulan pertama, pembuktian oleh para pihak, kesimpulan 
terakhir dan berujung pada putusan. Tahapan seperti ini membutuhkan 
waktu yang lama dan tidak sampai berhenti disitu itu saja maka akan ada 
upaya hukum yang lain seperti banding dan kasasi. 
Atas proses tersebut di atas akan memakan waktu kurang lebih 5 
sampai dengan 6 bulan, itu pun waktu yang paling cepat pada pengadilan 
tingkat pertama. Belum lagu ada hambatan lain dalam persidangan yang 
menambah beban waktu tertunda. Seperti yang diamanatkan Surat edaran 
Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992 bahwa 
jika tidak dapat diselesaika dalam batasan 6 bulan maka diwajibkan para 
Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan 
segala alasan dalam laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Keberadaan small claim court di Indonesia untuk menjawab 
pertanyaan penyelesaian sengketa bisnis dengan cepat. Dengan non litigasi 
belum tentu memberikan kepastian hukum maka dengan gugatan 
sederhana ini merupakan upaya litigasi guna memperoleh kepastian hukum 
dengan putusan yang mengikat karena merupakan jalur litigasi dan 
pemeriksaan diluar upaya hukum perdata biasa. 
Secara kelembagaan prosedur small claim court ini acara 
pemeriksaannya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara kontradiktoir 





gugatan sederhana jika dalam sengketa konsumen, hutang piutang, jual 
beli barang, klaim kerusakan barang, biaya jasa pelayanan, sengketa 
UMKM dan sengketa-sengketa ain yang timbul dari hubungan 
kontraktual.27 
 
4. Asas dalam Gugatan Sederhana 
Asas dalam Gugatan Sederhanadimana asas peradilan Sederhana, 
Cepat dan Biaya Ringanini terangkum dalam proses gugatan sederhana. 
Hukum Acara Perdata pada proses gugatan sederhana diharapkan bagi 
lembaga peradilan bertujuan guna mengedepankan keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan dengan memangkas beberapa acara perdata pada umumnya. 
Sehingga tujuan hukum berdasar atas kewenangan atau kekuasaan bisa 
berperan secara tepat dalam pengayomannya. Dari beberapa pendapat 
tentang apa yang menjadi tujuan hukum, mengklasifikasikan secara umum 
ke dalam tiga aliran :28 
1. Aliran etis yang menganggap pada asasnya tujuan hukum adalah 
untuk mencapai keadilan; 
2. Aliran utilitis yang menganggap pada asasnya tujuan hukum adalah 
untuk menciptakan kemanfaatan; 
3. Aliran yuridis formal yang menganggap pada asasnya tujuan hukum 
adalah untuk menciptakan kepastian hukum. 
Secara hukum acara formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yang 
menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan 
kewajiban perdata sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata 
materiil. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang 
menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata 
materiil.29 Dengan adanya sistem peradilan baru di Pengadilan Negeri 
dengan sistem persidangan yang dikonsep sedemikian rupa dengan 
sesederhana mungkin menjadikan penilaian tersendiri oleh dunia atas 
27Efa Laela Fakhriah, Op. Cit.,hlm. 133. 
28Achmad Ali, Tujuan dan Fungsi Hukum, Jakarta : Ghalia, 2001.hlm. 100-101. 
29 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Universitas Atma 





proses penyelesaian kepailitan. Yang mana dalam hal ini secara tidak 
langsung berimbas pada lembaga peradilan. 
Adanya pembatasan atas perkara setingkat lebih atas dari tingkat 
pertama di peradilan umum merupakan tujuan dari Mahkamah Agung 
untuk meniadakan upaya hukum banding, kasasi maupun 
PeninjauanKembali. Tujuan tersebut untuk menekan perkara yang akan 
masuk.30 Dalam penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan itu 
banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang bertolak belakang 
dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut. 
Padahal asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu merupakan salah 
satu asas yang penting dalam implementasi hukum acara itu 
sendiri.Sederhana dalam asas ini merupakan acara yang jelas, mudah 
dipahami dan tidak berbelit-belit mengartikannya jika semakin sedikit 
formalitas-formalitas yang digunakan dalam beracara di muka 
pengadilan maka itu semakin baik.31 Dengan demikian secara harfiah 
sederhana sendiri kita secara pribadi bisa melihat dengan gamblang 
artinya. Mudah dipahami, tidak ribet, tidak rumit, tidak susah, murah 
dan cepat mungkin itu sekiranya Peneliti boleh mendefiniskan arti dan 
makna tersendiri atas gugatan sederhana. 
Semakin banyak formalitas dalam beracara dalam muka pengadilan 
maka semakin lambat pula jalannya peradilan tersebut.Jadi, proses 
peradilan perdata tersebut harus diselenggarakan dengan tenggang 
waktu yang patut. Dalam hal ini sebenarnya tidak hanya dalam 
pemeriksaan di muka sidang saja, akan tetapi dari berita acara 
pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya.32 
Untuk menggarisbawahi atas pelaksanaan proses sidang Gugatan 
Sederhana, maka majelis hakim tidak lagi tiga orang hakim dalam satu 
majelis, melainkan dengan hadirnya hakim tunggal sesuai dengan 
 
30Ridwan Mansyur   dan   D.Y.   Witanto, Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan 
Permasalahannya, Jakarta :Pustaka Dunia, 2017. hlm. 13. 
31Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 47. 





penunjukkan dari Ketua Pengadilan tingkat pertama. Dengan hakim 
tunggal disini akan lebih cepat prosesnya, ketika kemandirian hakim 
harus dikedepankan. Hal mana kemandirian hakim tersebut dikenal 
dengan asas kemandirian hakim didalam menangani perkara di setiap 
persidangan.33 
Dalam pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman ini mengatakan bahwa “kekuasaan kehakiman 
adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” 
Indepedensi kehakiman tersebutkan pula di dalam pasal 24 ayat (1) 
UUD 1945 Amandemen Ketiga (tahun 1999) berbunyi “Kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 
Kembali kepada gugatan sederhana (Small Claim Court) yang 
diperlukan karena hukum acara perdata biasa dianggap masih belum 
mampu menangani dan menyelesaikan perkara perdata sesuai dengan 
asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Yang pada praktiknya 
penyelesaian perkara biasa sering kali memakan waktu yang lama biaya 
yang tidak murah dan rumit. 
Mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa 
ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan dengan nilai materiil 
maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), waktu 
penyelesaian tidak melebih 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang 
pertama, serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Yang 
sebelumnya sebatas nilai maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah), setelah direvisi dengan Perma terbaru. 
Bagi peneliti sendiri timbul suatu pertanyaan apakah 
Perkembangan Peraturan Mahkamah Agung ini cukup efektif dalam 
penerapannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik 
 
33Al. Wisnubroto, Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian, 





untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Penyelesaian Gugatan 
Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan tingkat pertama dengan 
beragam perkara atau sengketa. Sengketa terjadi dimana ada pihak yang 
merasa dirugikan oleh pihak yang lain, kemudian pihak tersebut 
menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. 
Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara 
individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.Dengan 
kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun persifat private 
(keperdataan) dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional 
maupun internasional. Sengketa tersebut muncul karena tidak adanya 
titik temu antar pihak-pihak yang terlibat didalamnya. 
Gugatan Sederhana merupakan gugatan perdata materiil dengan 
nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. 
Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk 
perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum 
(PMH).34 
Penyelesaian sengketa tersebut di dalam proses Gugatan Sederhana 
ini diperlukan hakim pro aktif dalam berjalannya proses persidangan. 
Dari menjelaskan dan mengarahkan suatu perdamaian. Bentuk 
penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua cara melalui litigasi 
(Pengadilan) ataupun non litigasi (diluar Pengadilan). Penyelesaian 
sengketa perdata melalui pengadilan tunduk pada ketentuan hukum 
acara perdata, yaitu HIR (het Herzienne Indonesisch Reglement), RBg 
(Rechtsreglemnt Buitengeweisten), serta peraturan perundang-undangan 
lainnya yang mengatur mengenai acara perdata. 
Tiga macam hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka 




34 Buku Saku Gugatan Sederhana, disusun oleh Mahkamah Agung, PSHK dan LeIP, hlm. 10. 
35Nila Nargis dan Marindowati, Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata, Bandar Lampung: 





1) Reglement op de burgerlijke Rechtsvordering (Brv) untuk golongan 
Eropa yang berperkara di muka Raad van justitie dan residentie 
gerecht. 
2) Herziene InlandschReglement (HIR) untuk golongan bumi putera dan 
timur asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. 
3)  Rechtreglement voor de Buitengenwesten (Rbg) untuk golongan 
bumi putera di timur asing di luar Jawa dan Madura yang berperkara 
di muka Landraad. 
 
5. Kedudukan Perma Gugatan Sederhana 
Peraturan Mahkamah Agung memiliki daya mengikat kedalam 
maupun keluar lingkungan Mahkamah Agung sehingga proses perumusan 
Perma tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung akan tetapi juga 
melibatkan institusi diluar Mahkamah Agung seperti lembaga/kementerian 
terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat pemerhati hukum 
dan pihak-pihak lain yang memiliki kaitan dengan materi Perma yang akan 
dirumuskan.36 
Tata urutan Perundang-undangan di Indonesia sesuai Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan sebagai berikut : 
a. UUD 1945 
b. Ketetapan MPR 
c. UU/Perpu 
d. Peraturan Pemerintah 
e. Peraturan Presiden 
f. Peraturan Daerah Provinsi 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
Perma sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang 
dijelaskan dengan Pasal 8 ayat (1) : “Jenis peraturan perundang- 
undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup 
 





peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, 
Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat 
yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah 
Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Kewenangan 
Mahkamah Agung dalam membuat Perma dibatasi oleh undang-undang 
tidak diperbolehkan mencampuri tentang hak dan kewajiban warga negara 
pada umumnya dan tidak boleh mengatur tentang sifat, kekuatan serta 
penilaian terhadap alat pembuktian. 
Mahkamah Agung adalah lembaga Yudikatif yang merupakan 
Lembaga atau organ lapis pertama dalam sistem ketetanegaraan Indonesia 
(primary constitutional organs), hal tersebut menjadikan Mahkamah 
Agung memiliki kewenangan dan fungsi yang diamantkan langsung oleh 
UUD RI tahun 1945 dan Undang-Undang. Salah satu kewenangan yang 
dimiliki oleh mahkamah Agung adalah kewenangan dalam membuat 
peraturan Perundang-undangan (Regelende Functie) yang membentuk 
suatu produk norma hukum (rule making power) yang biasa dikenal 
dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).37 Dengan demikian Perma 
adalah termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan yang diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
Eksistensi dari Perma dibuktikan dengan adanya Peraturan Mahkamah 
Agung tentang gugatan sederhana. Dari tahun ke tahun termasuk 
didalamnya Perma gugatan sederhana mengalami perubahan dan mengikat 
internal dari lembaga peradilan itu sendiri dan diundangkan di Berita 
Negara Republik Indonesia. Untuk menjamin suatu kepastian hukum, 
maka perlu adanya kejelasan berkaitan dengan kedudukan Peraturan 
Mahkamah Agung untuk menghindari terjadinya overlapping antar 
 
37Budianto Eldist Daud Tamin, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah 






peraturan perundang-undangan yang jenisnya diakui dalam undang- 
undang. 
Kejelasan kedudukan ini akan mempengaruhi produk peraturan yang 
akan dikeluarkan antar lembaga/badan yang memiliki kewenangan yang 
sama dalam membuat peraturan perundang-undangan sehingga kepastian 
hukum akan terwujudkan dalam mengakomodir begitu banyak jenis 
peraturan positif beserta regulasinya. 
Perma merupakan panduan (rule of mode) dalam menyelenggarakan 
suatu sistem peradilan di Indonesia dalam rangka penegakkan hukum 
dengan suatu kesepakatan atau kesepahaman berkaitan dengan badan atau 
lembaga penegak hukum yang lain. Diperlukan sinergi antar penegak 
hukum (law enforcement) dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan 
mematuhi dan menggunakan panduan peradilan yang telah dikeluarkan 
melalui peraturan Mahkamah Agung jika terjadi kekosongan hukum. 
Kewenangan dalam membuat Perma ini bersumber sesuai dengan amanat 
konstitusi dan undang-undang. Akan tetapi kecenderungan Perma banyak 
bersinggungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif. 
UU nomor 14 tahun 1985 jo. UU Nomor 5 tahun 2004 jo. UU Nomor 
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada pasal 79 bahwa “MA dapat 
mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran 
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup 
diatur dalam undang-undang ini. Dengan penjelasan apabila dalam 
jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam 
suatu hal Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai 
pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan 
undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan 
tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam 
undang-undang ini, dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh 
Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh 
pembentuk undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara 





mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban 
warga negara pada umnmnya dan tidak pua mrengatur sifat, kekuatan 
alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban 
pembuktian”. 
Perma merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun 
dengan dasar tiga undang-undang yaitu : 
- Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung dimana telah dijelaskan tersebut di atas. Ketentuan ini 
merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah 
Agung selain mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- 
undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 
1945. 
- Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hal mengatur salah 
satu jenis peraturan perundang-undangan. 
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Pengadilan dapat membantu 
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala persoalan hambatan 
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 
ringan. 
Prosedur penyusunan Perma pada mulanya diawali dengan 
pembentukan SK Ketua MA tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja 
(Pokja) Rancangan Perma terbaru yang dipimpin oleh hakim agung dan 
beranggotakan para hakim, pejabat struktural serta pejabat fungsional 
lainnya. Kemudian tim Pokja melaksanakan pembahasan rancangan 
Peraturan Mehkamah Agung (Raperma) tertentu dengan berpedoman pada 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/IV/2016 serta 
melibatkan stakeholder para ketua pengadilan, para peneliti, para praktisi 
hukum lainnya. 
Setelah Raperma disusun kemudian draft Raperma diserahkan kepada 





dalam suatu forum rapat pimpinan yang melibatkan Ketua MA, para Wakil 
Ketua MA, para Ketua Kamar, Ketua Tim Pokja, Juru Bicara MA, Kepala 
Biro Hukum dan Humas serta stakeholder lainnya. 
Raperma ketika sudah disetujui oleh Ketua MA dalam forum tersebut, 
maka selanjutnya Biro Hukum dan Humas melakukan harmonisasi dengan 
berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. SOP tersebut melalui tahapan disposisi 
surat dari Ketua MA kepada kepala Biro Hukum dan Humas dilanjutkan 
disposisi kepada Kabag Peraturan Perundnang-undangan dan disposisi 
kepada Kasubbag Administrasi Kebijakan MA, Pemeriksaan kelengkapan 
adsministrasi, harmonisasi, persetujuan dan tanda tangan ketua MA serta 
terakhir yaitu pengundangan. 
Ada beberapa karakteristik yang membedakan konten Perma dan 
dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu : 
1. Perma untuk mengisi hukum acara. 
Kehadiran Perma mengisi sejumlah kekosongan hukum acara pada 
badan peradilan, sejatinya untuk membantu para pihak mendapatkan 
hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. 
2. Perma untuk penataan ulang hukum acara. 
Tujuannya untuk memberikan kemudahan proses beracara (easy doing 
business) terdapat dalam Perma Gugatan Sederhana. 
3. Perma yang sifatnya administratif, pembinaan dan pengawasan. 
Bahwa MA berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada 
di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan 
terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. 
Kedudukan Perma ini merupakan wujud nyata penyelenggaraan 
peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Perma ini 
memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Dari segi 
kemanfaatannya sangat diharapkan dan dinantikan khususnya para pelaku 
bisnis yang tidak jauh dengan sengketa yang membutuhkan penyelesaian 







B. Ketentuan Gugatan Sederhana 
 
1. Aspek Gugatan Sederhana 
PERMA Gugatan Sederhana dapat diukur melalui empat aspek, yaitu 
aspek kriteria perkara, tahapan penyelesaian, limitasi batas waktu 
penyelesaian dan upaya hukum lanjutan. 
a. Aspek Kriteria Perkara 
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 pada pasal 3 ayat 1 yang 
menyatakan nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah). 
b. Tahap Penyelesaian 
Tahap penyelesaian gugatan sederhana antara lain pendaftaran, 
pemeriksaan kelengkapan administrasi gugatan sederhana, penetapan 
hakim tunggal dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan 
pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, 
pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan yang terakhir 
ialah putusan. 
c. Batas Waktu 
Bahwa batas waktu atas penyelesaian perkara ini paling lama 25 
(dua puluh lima) hari sejak pertama kali sidang. Hari yang dimaksud 
disini adalah hari kerja dimana hari libur dan hari besar tidak dihitung, 
dengan proses yang cepat dan hanya selesai di pengadilan tingkat 
pertama. Konsekuensi dari 25 hari kerja bagi para pihak akan tetap 
mengikat bagi keduanya. 
Perhitungan dari dua puluh lima hari kerja ini harus sudah 
diputuskan oleh hakim pemeriksa perkara. Hal ini oleh pengadilan 
bisa dilakukan eksekusi sekalipun lebih dari dua puluh lima hari kerja. 
Terkadang di lapangan banyak kendala pada prosesnya. Antara lain 






Kendala-kendala demikian setidaknya bisa diantisipasi oleh pihak 
pengadilan mengingat waktu yang begitu cepat. Dengan adanya 
ketegasan dalam memimpin jalannya persidangan sangat diperlukan 
disini. Salah satu pihak jangan sampai ada yang dirugikan dalam 
mengajukan hak-haknya. Sejak hari pertama agenda persidangan ini 
dilakukan hadir atau tidak hadir salah satu pihak dianggap telah 
dilakukan agenda sidang pertama. 
Hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh pihak saat persidangan 
akan dikurangi dengan waktu persidangan tersebut. Jika di pihak 
Tergugat tidak hadir pada hari pertama tetap dikatakan sebagai sidang 
pertama, kemudian diberikan panggilan berikutnya secara sah dan 
patut untuk bisa hadir di agenda sidang berikutnya. 
Dengan tidak hadirnya pihak tersebut pemeriksaan belum bisa 
dilakukan sampai menunggu hadirnya pihak Tergugat. Jika sampai 
dipanggil secara patut dan sah tetap tidak hadir sampai dengan dua 
kali panggilan, maka akan dilakukan putusan verzet. 
d. Upaya hukum 
Hanya melalui permohonan keberatan yang diperiksa terlebih 
dahulu atas isi keberatan (Kontra Memori Keberatan). 
 
2. Kualifikasi Gugatan Sederhana 
Ada beberapa ketentuan para pihak yang harus dipenuhi agar perkara 
tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana, hal ini diatur 
dalam pasal 4 Perma No. 4 Tahun 2019 yakni : 
a. Pihak dalam gugatan hanya boleh terdiri dari penggugat dan 
tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki 
kepentingan hukum yang sama. 
b. Terhadap tidak diketahuinya tempat tinggal pihak Tergugat, 
tidak dapat diajukan gugatan sederhana 
c. Domisili dari pihak-pihak yang berperkara harus berada di 





d. Dalam hal Penggugat berada di luar wiayah hukum tempat 
tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dapat mengajukan 
kuasa insidentil dengan wakil yang beralamat di wilayah hukum 
atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi 
Penggugat 
e. Para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan 
dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau 
wakil dengansurat tugas dari institusi Penggugat. 
 
a. Nilai Gugatan Materiil 
Nilai gugatan terhadap Perma No. 4 Tahun 2019 dari Gugatan 
Sederhana tidak bisa melebihi dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah), bila melebihi dari batas tersebut tidak dapat dilakukan 
mekanisme gugatan sederhana ini. Namun sebelum adanya perubahan 
nilai gugatan materiil ini sebatas pada nilai nominal di angka Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 
Nilai materiil ini dianggap memenuhi keadaan ekonomi di 
Indonesia dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan saat disusun 
rencana peraturan Mahkamah Agung. Pasal 1 angka 1 menegaskan 
bahwa nilai gugatan sederhana ini paling banyak Rp. 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah) dimana hal ini bisa dilihat di pembuktian yang 
sederhana bahwa nilai gugatan paling tidak bisa menyebutkan secara 
jelas. Jadi untuk selebihnya atas perkara perdata tidak bisa 
dikategorikan sebagai perkara gugatan sederhana. 
Anggapan nilai materiil ini diklasifikasikan sebagai perkara 
dengan skala kecil karena nilai tersebut menjadi nilai yang perlu 
adanya teknis proses sidang yang cepat. Berdasarkan pasal 283 Rv 
bahwa “Dalam perkara-perkara yang menghendaki segera diberikan 
putusan tuntutan dapat diajukan kepada sidang secara singkat yang 
diadakan oleh ketua RvJ pada hari-hari yang sudah ditentukan untuk 
itu tentang pelaksanaan putusan pengadilan atau suatu alas hak 





pengangkatan segel maupun tentang kewajiban tentang seorang 
notaris yang tidak dapat ditunda dan selanjutnya dalam segala hal 
untuk kepentingan pihak-pihak yang memerlukan pelaksanaan 
segera.” 
 
b. Jumlah Para Pihak 
Karena gugatan sederhana berskala kecil dan dilakukan proses 
persidangan yang sederhana, maka untuk para pihak pun diatur 
masing-masing tidak lebih dari satu. Akan tetapi aturan tidak lebih 
dari satu pihak disini diperbolehkan dengan faktor hal kepentingan 
hukum yang sama. 
Arti kepentingan hukum yang sama ini ditafsirkan atas kedudukan 
masing-masing sebagai pihak Penggugat dan sebagai pihak Tergugat 
dimana masing-masing pihak terlibat dalam sebuah kepentingan yang 
mana salah satu pihak telah melakukan perbuatan wanprestasi maupun 
perbuatan melawan hukum. Tidak dijelaskannya hal kepentingan 
hukum yang sama menjadi multi tafsir bagi pihak yang berperkara 
maupun pihak hakim tunggal yang memeriksa perkara atau sengketa 
gugatan sederhana tersebut. 
Perma tidak menjelaskan tentang kepentingan yang sama, namun 
paling tidak dapat dijelaskan sebagai berikut :38 
1) Kepentingan yang sama adalah terdapat keduduakn sama 
terhadap hubungan hukum yang sedang menjadi persoalan dalam 
perkara tersebut. Contohnya terhadap hutang piutang bersama 
suami istri, maka keduanya memiliki kedudukan yang sama 
terhadap lawan janjinya jika pemenuhan prestasi dituntut pada 
saat merekea telah bercerai. 
2) Kepentingan yang sama adalah karena terdapat hak dan 
kewajiban yang sama terhadap hubungan hukum yang sedang 
menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Contoh seorang 
 





debitur dengan si penjamin sama-sama memiliki kewajiban untuk 
membayar utang kepada kreditur. Artinya jika si debitur tidak 
melaksanakan prestasinya, maka kewajiban itu bisa dibebankan 
kepada penjaminnya. 
Kedudukan para pihak tentang kepentingan hukum yang sama 
tidak serta merta merupakan pihak yang lebih dari satu meskipun 
pihak lawan selain dari pasangan suami istri, akan tetapi ada 
kepentingan hukum yang sama terhadap akad perjanjian yang telah 
dilakukan antar para pihak. Misal pihak Tergugat adalah debitur 
dengan penjamin di luar debitur, maka ada kepentingan hukum yang 
sama oleh penjamin untuk menjaminkan agunan atau jaminan atas 
kredit yang dinikmati oleh debitur. Dengan demikian menjadi satu 
kesatuan antara debitur dengan penjamin dalam hal sebuah akad kredit 
dengan pihak kreditur. Jadi, kepentingan hukum yang sama ini bahwa 
kedudukan masing-masing para pihak tersebut adalah bertujuan 
dengan hak dan kewajibannya sampai apa yang diperjanjikan dalam 
sebuah akad kredit tersebut sampai dengan lunas. 
Jika dalam perjalanan proses kredit ada pihak melakukan 
wanprestasi atau tidak dipenuhinya prestasi maka sepanjang ketentuan 
dari peraturan gugatan sederhana ini bisa dikategorikan sebagai 
perkara atau sengketa gugatan sederhana. Maksud dari peraturan ini 
supaya hasil atau putusan gugatan sederhana ini tidak ada pihak yang 
akan dirugikan hanya karena kepentingan hukum yang sama tidak 
dipahami oleh pemutus perkara. Sehingga pada akhirnya putusan 
tersebut tidak ada lagi kepastian dan nilai-nilai keadilan. Meskipun 
dalam prinsip gugatan sederhana ini bukan berartiarti sederhana ini 
mengartikan untuk para pihak dilakukan pemangkasan. 
 
c. Domisili Pihak Tergugat Diketahui 
Maksud sederhana di sini pula diartikan bahwa domisili atau 
tempat tinggal pihak tergugat harus jelas keberadaannya. Dalam hal 





Sita bisa dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugasnya, 
menemui alamat domisili pihak Tergugat. Artinya kesempatan Relaas 
akan diketahui oleh pihak Tergugat untuk bisa hadir pada kesempatan 
pertama untuk menyampaikan apa yang menjadi hak-haknya dalam 
persidangan nanti. Sederhana ini pula dipastikan proses persidangan 
bisa secara kangsung diketahui oleh pihak Tergugat hal acara 
persidangan. 
Berdasar Pasal 390 ayat 1 HIR, “Tiap-tiap surat juru sita, kecuali 
yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang 
bersangkutan sendiri di tempat diamnya atautempat tinggalnya dan 
jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa 
Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru 
sita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu 
pernyataan menurut hukum.” Karena itu dalam Pasal 4 ayat 2 Perma 
Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa terhadap pihak Tergugat yang 
tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan 
sederhana. 
Tetapi jika tempat tinggal diketahui tersebut sudah benar 
melainkan pihak tergugat untuk saat itu tidak diketahui keberadaannya 
maka tetap tidak masuk ke kategori domisili Tergugat tidak dikatahui 
maka tidak masuk sebagai gugatan sederhana. Hal ini bisa dijelaskan 
oleh pernyataan dari pihak kelurahan atau kepala desa bahwa yang 
bersangkutan tidak diketahui keberadaannya meskipun alamat 
domisili sudah benar. 
Atas hal demikian dirasa sesuai dengan rasa keadilan, bahwa 
ketika pihak Tergugat tidak diketahui keberadaannya oleh pihak 
Penggugat ketika perkara sudah masuk, maka ada unsur itikad tidak 
baik dari pihak Penggugat. Sudah selayaknya perkara ini tidak masuk 
ke dalam kategori gugatan sederhana. Tentang hal ini merupakan 
pihak yang tidak dapat hadir dalam acara persidangan dengan sebutan 





Sistem common law memberi istilah default procedure yang sama 
maksudnya dengan verstek procedure, yaitu acara diluar hadir dan 
untuk verstekvonnis (putusan tanpa hadir) disebut default judgement. 
Tidak terdapat perbedaan maksud yang terkandung dalam istilah 
Common Law dengan Civil Law yang dianut di Indonesia.39 
Sebuah putusan verstek menjadi dasar alasan atau pertimbangan 
hakim dikarenakan panggilan atau relaas sudah sesuai dan sah secara 
patut yang dilakukan oleh juru sita dan tanpa alasan yang sah. 
Sepatutnya kategori perkara gugatan sederhana haruslah benar-benar 
diketahui keberadaan dari pihak Tergugat dan selebihnya diluar hal ini 
maka masuk ke perkara perdata biasa. Sebuah catatan tambahan 
bahwa arti dari tempat tinggal dalam Pasal tersebut di atas bahwa 
merupakan tempat berdiam diri yang nyata bagi pihak dimaksud dan 
secara fakta hukum benar keberadaannya. 
 
d. Tidak Adanya Pihak Turut Tergugat 
Memperjelas pasal 4 ayat 1 bahwa gugatan sederhana tidak 
memakai pihak turut tergugat tidak seperti pada perkara perdata biasa 
ada dikenal dengan pihak Turut Tergugat. Turut Tergugat disini harus 
tunduk pada putusan pengadilan nantinya. Karena ada unsur bahwa 
perkara gugatan sederhana para pihak tidak boleh lebih dari satu 
meski ada unsur hal kepentingan hukum yang sama. Karena untuk 
menyederhanakan sidang perkara maka atas pihak turut tergugat 
ditiadakan dalam gugatan sederhana. 
Pada hukum acara perdata biasa hal tentang pihak turut tergugat 
ini bisa dijadikan sangkalan atau tangkisan terhadap kekurangan pihak 
(plurium litis consortium) dan klasifikasi sebagai gugatan error in 




39Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta :Sinar Grafika, 2006, Edisi Kedua Cetakan kedua, 
hlm. 442. 
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formil. Turut Tergugat tidak diperbolehkan dalam gugatan sederhana 
dan hal ini tidak diatur secara rinci dalam regulasi gugatan sederhana. 
 
e. Pembuktian Sederhana 
Sesuai dengan tujuan bahwa gugatan sederhana maka saat proses 
sidang haruslah dengan pembuktian yang sederhana. Ketika pihak 
penggugat ingin mengajukan perkaranya sebagai perkara gugatan 
sederhana haruslah diketahui terlebih dahulu dengan alat bukti yang 
nantinya akan dipergunakan dalam persidangan dengan sederhana. 
Sederhana yang digunakan adalah bahwa alat bukti tersebut 
merupakan aspek hukum atas wanprestasi atau perbuatan melawan 
hukum. 
Pengajuan perkara gugatan sederhana akan diperiksa terlebih 
dahulu oleh hakim tunggal yang berwenang memeriksa perkaranya. 
Apakah masuk perkara sebagai gugatan sederhana atau bukan. Jadi 
hanya alat bukti yang memang berhubungan dengan perkara atas 
aspek tersebut di atas. Selain itu bahwa terdapat pihak yang tidak 
boleh lebih dari satu. Pada pemeriksaan pendahuluan nantinya akan 
dilihat bahwa gugatan tersebut masuk kategori gugatan perkara 
gugatan sederhana atau bukan. 
Terkait masuk sebagai gugatan tersebut gugatan sederhana sering 
dikeluhkan oleh hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana ini 
karena belum diaturnya aturan mengenai batasan bukti yang 
sederhana. Namun perma tersebut telah diwajibkan untuk melakukan 
pembuktian dengan legalisir bukti surat pada pendaftaran pertama kali 
di register kepaniteraan dengan demikian nantinya diperiksa oleh 
hakim benar telah memiliki sifat bukti yang sederhana.40 
Acuan bahwa pembuktian itu sebagai sederhana haruslah juga 
diatur secara rinci dalam perma tersebut. Sehingga kepastian dalam 









Penilaian demi penilaian sederhana nantinya juga akan terlihat ada 
saat persidangan hal agenda sidang alat bukti. 
Menjadi persoalan di awal bahwa tidak mudah untuk menentukan 
apakah alat bukti tersebut sederhana karena hakim tunggal yang 
ditunjuk oleh ketua Pengadilan hanya memeriksa berkas alat bukti 
dari pihak penggugat. Misalkan Penggugat memiliki akta otentik yang 
dilampirkan sebagai alat bukti nanti belum tentu dalam proses agenda 
pembuktian tidak mudah, tidak menutup kemungkinan pihak lawan 
hal Tergugat juga akan memberikan alat bukti berupa akta otentik. 
Adanya dua alat bukti otentik dari masing-masing pihak akan 
dilakukan penilaian oleh hakim pemeriksa perkara apakah diperlukan 
dengan langka selanjutnya melalui pengujian laboratorium 
menyangkut keaslian kedua alat bukti. Dengan demikian pembuktian 
menjadi tidak sederhana, yang seharusnya bisa sederhana akhirnya 
tidak sederhana lagi. 
Dapat dipahami bahwa idealnya suatu gugatan sederhana selain 
nilai gugatannya kecil juga sifat pembuktian dari perkara tersebut 
harus sederhana, namun yang menjadi persoalan adalah karena hakim 
pemeriksa perkara harus menilai sekaligus memperkirakan bahwa 
perkara tersebut nanti akan mudah proses pembuktiannya dengan 
menggunakan dalil-dalil gugatan dan bukti surat secara sepihak.41 
Memang tidak mudah untuk menentukan hal bukti harus 
sederhana, tetapi dalam menilainya bisa menjadi pegangan kategori 
gugatan sederhana atau perdata biasa melihat dari nilai materi, 
keberadaan para pihak, jumlah pihak dan jenis perkaranya. 
Hal-hal yang mungkin bisa terjadi nanti di proses persidangan hal 
pembuktian, diantaranya : 
1. Penggugat melampirkan akta otentik, namun ternyata 
dipersidangan Tergugat juga mengajukan akta otentik, sehingga 
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yang tadinya dianggap mudah dan sederhana pembuktiannya 
ternyata menjadi rumit 
2. Penggugat menunjukkan sebuah tanda bukti pembayaran, 
namun pada saat persidangan Tergugat mengajukan bukti yang 
menyatakan bahwa tanda bukti pembayaran yang dimiliki 
Penggugat adalah palsu sehingga proses pembuktiannya menjadi 
rumit. 
3. Pada saat proses pemeriksaan pendahuluan diyakini bahwa 
gugatan merupakan kompetensi pengadilan tersebut, namun 
ternyata Tergugat mengajukan bukti sebuah akta yang berisi 
penyerahan proses sengketa kepada forum arbitrase atau ke 
Pengadilan tingkat pertama lain. 
4. Dalam proses pemeriksaan pendahuluan diyakini bahwa para 
pihaknya hanya satu, namun dalam jawaban dan pembuktian 
Tergugat terdeteksi adanya pihak lain yang harus turut 
didudukkan sebagai pihak karena sifatnya sangat menentukan. 
5. Dalam proses pemeriksaan pendahuluan diyakini bahwa 
hubungan antara Penggugat dangan Tergugat adalah hubungan 
kontrak biasa, namun setelah diajukan jawaban dan pembuktian 
dari Tergugat ternyata hubungan yang terjadi diantara 
Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan kerja yang 
melibatkan perusahaan (badan hukum) dan pekerjanya.42 
 
f. Kehadiran Prinsipal Jika Ada Kuasanya 
Jika para pihak menggunakan kuasa maka untuk prinsipal tetap 
wajib hadir di persidangan. Kedudukan kuasa ini hanya sebatas 
mendampingi karena pada hakekatnya dalam gugatan sederhana ini 
agar pihak-pihak yang berperkara secara langsung bisa disampaikan 
apa yang menjadi sebuah keputusan dari bersangkutan. Sehingga akan 





Dibolehkannya kuasa dari prinsipal, tidak menutup ruang bagi 
advokat guna memberikan jasa layanan hukum. Untuk menghindari 
bagi masyarakat yang notabene buta hukum adalah advokat bisa 
mendampingi sebagai kuasa hukum dalam menyelesaikan perkaranya. 
Dalam pasal 4 ayat 4 perma gugatan sederhana ini telah diatur 
bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung 
setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa 
insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat. 
Terkait dengan institusi Penggugat, bilamana pihak Penggugat 
adalah sebuah badan perusahaan maka diberlakukan sama pihak yang 
nanti akan hadir sebgai prinsipal jika perusahaan tersebut 
menggunakan jasa advokat. Jika perusahaan tidak menggunakan jasa 
advokat, maka perusahaan bisa menugaskan orang yang menjadi 
pihak dalam mengajukan gugatan sebagai yang mewakili dari 
perusahaan seperti halnya sebuah organ dalam kesatuan tubuh. 
Pada pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas menjelaskan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang 
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan 
serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya. 
Artinya Direksi disini bukanlah sebagai prinsipal akan tetapi 
sebagai kuasa karena telah ditentukan dalam perundang-undangan. 
Jadi diperlukan surat kuasa khusus untuk melakukan tindakan secara 
hukum sebagai kedudukannya. Pemberian kuasa merupakan suatu 
perjanjian dimana seseorang telah memberikan kuasanya kepada 
seseorang lain sebegai penerima kuasanya untuk melakukan suatu 
urusan dan mengatasnamakan si pemberi kuasa. Pada pasal 1795 
KUHPerdata bahwa pemberian kuasa dapat dilakukansecara khusus, 
yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara 





Berangkat dari pemberian kuasa tersebut seharusnya sebagai 
kuasa dari pemberi kuasa dapat mewakili kepentingan pihak yang 
diwakili untuk hadir di persidangan tanpa hadirnya pemberi kuasa. 
Tetapi secara tegas aturan sederhana dalam regulasi ini pada pasal 4 
ayat (4) baik Perma nomor 2 tahun 2015 dan Perma nomor 4 tahun 
2019 bahwa Penggugat dan Tergugat wajib hadir secara langsung di 
tiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya. 
Jika ada permasalahan tentang tidak hadirnya prinsipil bisa 
menjadi rujukan bagi hakim pemeriksa untuk menyampaikan hal yang 
terkandung dalam pasal 132 HIR yaitu “Jika dianggap perlu oleh 
ketua demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara, 
maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberi 
nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya 
hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan” perma 
gugatan sederhana ini bertujuan agar proses penyelesaian perkara ini 
cepat selesai dan sederhana. 
Jika pihak Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan 
memberikan kemudahan bagi hakim untuk aktif dalam mendamaikan 
antar pihak persoalan atas sengketa tersebut. Hakim di hadapan para 
pihak hanya akan mengatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk 
akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut :43 
1. Sesuai kehendak para pihak 
2. Tidak bertentangan dengan hukum 
3. Tidak merugikan pihak ketiga 
4. Dapat dieksekusi 
5. Dengan itikad baik 
Jika yang hadir dalam persidangan tidak hadirnya prinsipal 
walaupun pihak penerima kuasa yang hadir tetap dianggap tidak 
 
43Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) 






hadirnya pihak. Hal demikian bisa diputus oleh hakim dengan putusan 
tidak hadirnya pihak jika pihak disini adalah tergugat dengan tidak 
hadir sidang dengan panggilan secara patut dan sah sebanyak dua kali. 
 
g. Bukti Surat Harus Dilegalisasi 
Pada saat pendaftaran hal yang dilakukan untuk perkara gugatan 
sederhana ini harus menyerahkan alat bukti surat yang sudah 
dilegaisasi. Pemeriksaan pendahuluan akan diperiksa bahwa perkara 
tersebut masuk sebagai perkara yang diyakini kategori perkara 
gugatan sederhana. Berbicara pasal 164 HIR tentang alat bukti dalam 
perkara perdata ada lima jenis : 
1. Bukti tertulis 




Istilah bukti surat ada yang membedakan pasal tersebut di atas 
dengan peraturan gugatan sederhana. Di peraturan gugatan sederhana 
diperiksa saat pemeriksaan awal atau pendahuluan dengan pembeda 
sebagai bukti surat. Adanya  pembeda  tersebut dimaksudkan untuk 
memfilter mana-mana yang masuk sebagai perkara gugatan sederhana. 
Adanya bukti surat pada peraturan gugatan sederhana ini karena 
berangkat dari pasal 164 HIR yang menunjuk atas bukti tertulis. Pasal 
1866 KUH Perdata bahwa alat bukti terdiri dari : 
a. Bukti tulisan 




Atas hak-hak yang disampaikan oleh para pihak ini wajib dan 
diharuskan untuk memberikan alat bukti untuk membuktikan bahwa 





Tulisan diberikan dengan pengertian dari beberapa aspek sebagai 
alat bukti, antara lain :44 
1. Tanda bacaan, berupa aksara 
Ini merupakan syarat pertama bahwa tulisan atau surat 
terdiri dari tanda bacaan dengan bentuk aksara. Bentuk aksara 
semua diakui dan sah sebagai aksara yang berfungi sebagai 
tanda bacaan baik bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti. 
2. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan 
Aksara terbentuk menjadi tulisan atau surat maupun akta 
disusun berbentuk kalimat sebagai ekspresi atau pernyataan 
cetusan pemikiran atau kehendak orang yang menginginkan 
pembuatannya dan rangkaian kalimat dibuat dengan susunan 
dan isinya sehingga dapat dimengerti dengan jelas oleh siapa 
yang akan membacanya sesuai dengan pesan yang dimaksud di 
dalam surat. 
3. Ditulis pada bahan tulisan 
Secara umum tulisan ditulis di kertas dan dapat juga selain 
kertas. Yang dapat dijadikan alat bukti saat berperkara termasuk 
tulisan yang terangkum pada bahan tulisan. 
4. Ditandatangani pihak yang membuat 
Tulisan setidaknya ditandatangani oleh pihak 
bersangkutan sebagai penunjuk karena merupakan syarat yang 
dianggap penting. Bahwa suatu surat sebagai alat bukti yang 
berisi pernyataan atau sebuah kesepakatan yang terang dan jelas 
akan tidak sempurna jika tida ada tanda tangan dilihat dari segi 
hukum pembuktiannya dan tidak sempurna sebagai surat atau 
akta sehingga tidak sah digunakan sebagai alat bukti tulisan. 
Jika pernyataan tersebut dibuat oleh satu pihak maka harus 
ditandatangani oleh si pihak tersebut dan jika dibuat oleh kedua 
pihak maka harus ditandatangani juga oleh kedua belah pihak. 
 





Pasal 1869 KUH Perdata terkait dengan siapa yang bertanda 
tangan disebutkan suatu akta yang karena tidak berkuasa atau 
tidak cakapnya pegawai atau karena suatu cacat dalam 
bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun 
demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan 
jika ditandatangani oleh para pihak. 
Suatu akta otentik yang telah dibentuk dengan ketentuan 
undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai 
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat. 
5. Foto dan peta bukan tulisan 
Karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai 
tanda bacaan. Foto dan peta sebenarnya mampu memberikan 
kesan bahkan penjelasan tentang suatu hal yang tertera di 
dalamnya tidak digolongkan sebagai tulisan. Sesuai dengan 
perkembangan hukum pembuktian, foto dan peta dapat diterima 
sebagai alat bukti tetapi tidak termasuk sebagai alat bukti 
tulisan. 
6. Mencantumkan tanggal 
Surat yang dianggap ada nilainya dalam pembuktian harus 
pula tercantum tanggal pembuatannya. Hal ini untuk 
memberikan kepastian atas waktu pembuatan pernyataan surat 
dan penandatanganan. Itupun perlu dukungan atas alat bukti 
yang lain dengan hadirnya saksi, persangkaan atau dengan 
sumpah tambahan (supplatori eed). 
 
h. Para Pihak Berdomisili di Wilayah Hukum yang Sama 
Hal pengajuan gugatan berdasarkan asas Actor Sequitur Forum 
Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal 
Tergugat) sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR. Domisili adalah tempat 





dimana orang harus dipanggil untuk menghadap di muka 
pengadilan.45 
Pada pasal peraturan gugatan sederhana tahun 2015 ini diatur 
tentang domisili pasal 4 ayat (3), “Penggugat dan Tergugat dalam 
gugatan sederhana berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang 
sama”. Ketentuan ini dikembalikan dengan dasar pertimbangan 
bahwa terkait gugatan yang berskala kecil dan catatan untuk hal 
pemanggilan delegasi misalnya akan menimbulkan kendala kaitannya 
dengan waktu yang menjadi penghambat. 
Dalam setiap sengketa perdata akan selalu berkaitan dengan 
domisili atau tempat tinggal para pihak yang akan menentukan ke 
pengadilan mana sengketa tersebut dapat diajukan. Pengajuan gugatan 
sederhana disini difokuskan dengan domisili secara legalitas pihak 
bertempat tinggal sehingga diharapkan surat panggilan akan sampai 
secara langsung oleh pihak yang berperkara atau ditemui secara 
langsung oleh prinsipal. 
Jika panggilan tersebut disampaikan kepada pihak Kelurahan atau 
Kepala Desa biasanya tidak akan sampai ke pihak bersangkutan. 
Otomatis waktu semakin membuat mundur proses persidangan yang 
seharusnya. Atas panggilan yang tidak sampai ke pihak berperkara ini 
akan menimbulkan tidak hadirnya pihak atau prinsipal yang menjadi 
putusan tanpa kehadiran pihak Tergugat (verstek). 
Perkara perdata biasa tentang tidak hadirnya pihak Tergugat 
tersebut bisa dilakukan dengan upaya hukum perlawanan (verzet). 
Sehingga ada kesempatan waktu untuk mendapatkan haknya dalam 
proses persidangan lebih lanjut. Tentang verzet telah diatur di dalam 
pasal 129 HIR yang mempunyai waktu yang lama dalam 14 hari sejak 
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Pemberitahuan tersebut melalui pihak kelurahan maka upaya 
verzet bisa diberikan tambahan waktu sampai hari ke delapan setelah 
adanya aanmaning jika pihak Tergugat hadir pada saat dipanggil dan 
jika pihak Tergugat tidak hadir pada saat dipanggil untuk aanmaning 
maka tergugat masih bisa mengajukan verzet sampai delapan hari 
setelah diletakkan sita eksekusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 
197 HIR.46 
Untuk mengatasi persoalan domisili atas regulasi gugatan 
sederhana tahun 2015 akhirnya pada tahun 2019 ada perubahan 
dengan memberikan kebijakan bahwa hal diluar wilayah hukum 
domisili, maka pihak Penggugat bisa melakukan pengajuan gugatan 
dengan cara memberikan kuasa pada orang yang diwakili dengan 
domisili hukum yang sama terhadap pihak lawan. 
Kuasa demikian dikenal dengan kuasa insidentil yang berarti jika 
dari pihak Penggugat mengajukan gugatannya dengan domisili yang 
berbeda dengan pihak Tergugat tetap bisa mengajukan gugatannya 
dengan penunjukkan surat kuasa insidentil atau perwakilan yang 
berdomisili atau wilayah hukum sama dengan pihak Tergugat, secara 
tidak langsung tidak memerlukan mekanisme pendelegasian. 
Para pihak untuk berdomsili yang sama dimaksudkan untuk bisa 
menghindari pemanggilan delegasi seperti yang sudah disampaikan di 
atas, karena waktu proses gugatan sederhana ini hanya diberikan 25 
hari kerja. Sesuai pasal 4 ayat (3a) pada Perma Nomor 4 tahun 2019, 
“Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tepat tinggal 
atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan 
menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di 
wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari 
institusi penggugat” maka adanya surat kuasa insidentil dimaksud 
hanya mendampingi bukan untuk mewakili prinsipil disamping 
kewajiban prinspil wajib hadir di persidangan. 
 







i. Ruang Lingkup Perkara 
Jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan cara gugatan 
sederhana adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan/atau 
perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Selain itu, dalam 
Pasal 3 ayat (2) terdapat pula pengecualian dari sengketa yang masuk 
ke dalam gugatan sederhana yakni : 
1) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan oleh 
pengadilan khusus 
2) Sengketa hak atas tanah. 
 
 
Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan harus cermat dan 
bijak serta tegas dalam memeriksa berkas perkara gugatan sederhana ini. 
Pemeriksaan persyaratan pengajuan gugatan sederhana ini dilakukan dengan 
beberapa tahap. Yaitu pada saat pendaftaran oleh panitera dan pada tahap 
pemeriksaan pendahuluan oleh hakim pemeriksa perkara. Pada pemeriksaan 
awal panitera bisa melihat dari nilai gugatan meteriil dan jenis persengketaan 
yang diajukan saat itu. 
Syarat lain yang perlu diperiksa oleh panitera tentang subjek hukum para 
pihak berperkara dan domisili para pihaknya. Kemudian oleh hakim pemeriksa 
perkara akan memeriksa berkas perkara gugatan sederhana untuk memfilter 
bahwa perkara yang masuk merupakan perkara kategori gugatan sederhana. 
Hakim menelaah apa yang menjadi dasar gugatannya sebagai gugatan 
sederhana dengan melihat bukti-bukti yang sudah dilegalisasi sebelumnya 
adakah kecocokan bukti dengan gugatan yang sudah masuk register 
kepaniteraan. 
Meskipun dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman 
mengatakan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya.” Dengan demikian hakim wajib memeriksa dan mengadili 





demi adanya sebuah kepastian hukum dan keadilan yang nantinya akan 
diperoleh bagi para pihak yang mencari keadilan. 
Kepercayaan terhadap Pengadilan akan terbangun dengan sikap 
profesionalitas dalam menerima suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat. 
Jadi pemeriksaan ini dimaksud untuk perkara yang masuk sebagai gugatan 
sederhana ini telah diperiksa berdasarkan pemeriksaan berkas dengan ketelitian 
dan kecermatan oleh Panitera dan Hakim tunggal yang ditunjuk sebagai hakim 
pemeriksa perjara gugatan sederhana. Jika pemeriksaaan telah dilakukan 
dengan cermat dan teliti maka akan mengurangi resiko bahwa gugatan tersebut 
adalaha gugatan perkara gugatan sederhana, jangan sampai ketika proses 
persidangan telah berjalan jauh dan ternyata telah diketahui bahwa gugatan 
tersebut bukan sebagai kapasitas perkara gugatan sederhana maka akan timbul 












A. Perkembangan dan Implementasi Gugatan Sederhana pada Praktik 
Peradilan di Indonesia 
Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersirat dalam pasal 2 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, 
bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Konsep 
peradilan sederhana mengandung konsep bahwa tahapan untuk 
memperjuangkan hak di pengadilan bisa dilakukan oleh siapa saja tidak harus 
diwakili oleh pengacara atau orang yang cakap untuk beracara di pengadilan.47 
Peradilan cepat merupakan arti dari tidak membutuhkan waktu yang lama 
dan bisa menargetkan waktu cepat untuk memberikan sebuah putusan. Begitu 
pula dengan biaya ringan, artinya atas waktu yang cepat dan sederhana 
menghasilkan biaya yang tidak mahal bagi siapa saja yang berperkara. 
Atas asas tersebut diatas peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan 
Sederhana memberi kemajuan demi terlaksananya asas sederhana, cepat dan 
biaya ringan. Sehingga upaya-upaya tersebut menghasilkan 9 (sembilan) 
perbandingan antara PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana, antara lain : 
a. Ruang lingkup perkara 
b. Nilai Gugatan 
c. Ketentuan Jumlah Para Pihak 
d. Ketentuan Domisili Para Pihak 
e. Ketentuan Kehadiran Para Pihak serta Kuasa Para Pihak 
 









f. Ketentuan Pengadilan secara Elektronik 
g. Upaya Hukum Gugatan Sederhana 
h. Upaya Sita 
Dengan demikian aturan PERMA pada pokok tersebut di atas bisa 
mewakili bagi si pencari keadilan dengan proses yang tidak rumit. Hal mana 
tujuan dari gugatan sederhana sendiri agar terpenuhinya hak-hak dan 
kewajiban yang melekat bagi para pihak secara mudah dan sesuai ketentuan 
hukum yang mengikat dan berketetapan baik nanti hasilnya sekalipun proses 
eksekusi. Eksekusi merupakan realisasi hak, eksekusi tidak hanya terhadap 
putusan hakim saja, tetapi mencakup pelaksanaan eksekusi dalam praktik, yaitu 
eksekusi berdasarkan perjanjian dan undang-undang. Bahkan, dapat diperluas 
lagi dengan eksekusi terhadap sesuatu yang menggangu hak dan kepentingan.48 
Pada Perma terbaru tentang gugatan sederhana diatur pula 
memungkinkan untuk dilakukan upaya sita jaminan (conservatoir beslag) 
tersurat dalam Pasal 17A Perma No. 4 Tahun 2019. Pengertian sita jaminan 
adalah sita yang merupakan upaya hukum yang diambil oleh Pengadilan 
sebagai tindakan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara ataupun 
mendahului putusan. Sita Jaminan dapat dilakukan : 
a. Sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara 
b. Pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sebelum 
pengadilan menjatuhkan putusan.49 
 
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana 
Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana merupakan perkembangan hukum acara perdata di Indonesia dan 
sebuah langkah kemajuan di bidang hukum yang dilakukan oleh lembaga 
tertinggi Mahkamah Agung. Sebelum ke tahapan-tahapan atas proses gugatan 
 
48Herri Swantoro, Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata ada di Simpang Jalan 
Pembelajaran dari Pengadilan Negeri, Jakarta :Rayyana Komunikasindo, 2019.hlm. 35. 
49R. Soeparmono, Masalah Sita Jaminan (CB) dalam Hukum Acara Perdata, Bandung : 






sederhana, peran hakim dalam gugatan sederhana adalah mengutamakan 
perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan (25 
hari). Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang 
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi. Jika 
tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang 
mengikat para pihak, yang terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan 
upaya hukum.50 
Tahapan dari gugatan sederhana sendiri telah diatur dalam Pasal 5 ayat 
(2) yakni : 
 
a. Pendaftaran; 
b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; 
c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; 
d. Pemeriksaan pendahuluan; 
e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; 
f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian; 
g. Pembuktian; 
h. Putusan. 
Gugatan sederhana ini diperlukan peran hakim untuk aktif dalam 
memeriksa perkara dan menyelesaikan gugatan sederhana dengan 
memberikan penjelasan tentang gugatan sederhana secara imbang kepada 
para pihak dan mengupayakan perdamaian atas sengketa kedua pihak dan 
menyarankan kepada pihak-pihak tersebut untuk melakukan perdamaian di 
luar persidangan. Peran hakim tunggal yang lain adalah menuntun atas 
pembuktian bagi para pihak dan menyampaikan atas upaya hukum yang harus 
ditempuh dalam gugatan sederhana. Peran hakim tunggal demikian dilakukan 
dihadapan para pihak yang mengahdiri persidangan. 
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Sesuai Pasal 6 Penggugat mendaftarkan gugatannya melalui 
kepaniteraan di Pengadilan tingkat pertama setempat dengan mengisi 
formulir yang telah disiapkan. Pada saat mendaftarkan waib 
melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi. Berbeda dengan 
perkara perdata biasa. Hal ini akan diperiksa oleh panitera maupun 
oleh hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana untuk 
menentukan apakah perkara tersebut sudah sesuai dengan regulasi 
gugatan sederhana dengan mencocokkan alat bukti tersebut termasuk 
data bukti diri sebagai pihak Penggugat dan pihak Tergugat juga 
dengan cara mengisi gugatan berupa blanko yang sudah disiapkan 
oleh kepaniteraan, pada substansinya blanko tersebut berisi 
ringkasan tentang duduk perkara, isi tuntutan penggugat. 
 
2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana 
Tahapan yang kedua adalah pemeriksaan kelengkapan 
gugatan sederhana yang dilakukan oleh panitera. Memeriksa dari 
gugatan tersebut apakah telah sesuai syarat yang diatur dalam 
Pasal 3 dan Pasal 4, antara lain sebagai berikut : 
a. Memastikan materi gugatan sederhana adalah cedera janji 
dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan 
materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah); 
b. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara 
yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui 
pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan 
perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah. 
c. Memastikan pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari 
penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh 







d. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, 
tidak dapat diajukan gugatan sederhana (sesuaikan dengan 
ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, 
Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan 
Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan 
Peradilan); 
e. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana 
berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama namun 
dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat 
tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam 
mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau 
wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili 
tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat; 
f. Memastikan pembuktian bersifat sederhana, jika dalam hal 
inigugatan ternyata telah memenuhi syarat-syarat tersebut 
maka gugatan tersebut akan dicatat di buku register khusus 
gugatan sederhana. Setelah dicatat, Ketua Pengadilan akan 
menetapkan uang panjar biaya perkara yang wajib 
dibayarkan oleh penggugat. Dalam hal penggugat tidak 
mampu untuk membayar, penggugat dapat mengajukan 
permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo. 
Tahapan ini diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 8 Perma No. 
2 tahun 2015. 
Kemudian dari kelengkapan tersebut apabila Opsi gugatan 
disetujui Hakim akan menetapkan hari sidang pertama (vide Pasal 
12) dan jika Opsi gugatan tidak disetujui Hakim mengeluarkan 
penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan 
sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan 






penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun 
(vide Pasal 11 ayat (3) jo Pasal 11 ayat (4)). 
 
3) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti 
Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk 
memeriksa gugatan sederhana. Selain itu pula panitera akan 
menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim tunggal 
untuk memeriksa gugatan sederhana tersebut. Proses ini 
dilaksanakan paling lambat 2 (dua hari). Tahapan ketiga ini diatur 
dalam Pasal 9 jo Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 10 Perma Gugatan 
Sederhana. 
Pengecualian dalam pelaksanaan proses gugatan sederhana 
dengan hadirnya hakim tunggal dalam memeriksa perkara dan 
berbanding terbalik dengan pasal 11 UU Nomor 48 tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakimandalam penyelesaian perkara terdiri 
dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim dalam suatu majelis 
kecuali undang-undang menentukan lain. 
Menurut pasal 79 UU Nomor 14 tahun 1985 jo UU Nomor 
3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung adalah untuk mengisi 
kekosongan hukum sehingga saat proses persidangan tidak 
menjadi penghambat. Perma gugatan sederhana adalah sebuah 
norma hukum yang baru karena kebutuhan saat ini terhadap 
persoalan bisnis yang harus diselesaikan secara cepat. 
Sifat perkara ini adalah sederhana agar tujuan segera 
diselesaikan dengan waktu yang tidak lama dan dalam memutus 
perkara tidak diperlukan musyawarah antar anggota hakim dalam 
majelis. Jadi hanya dinilai oleh hakim tunggal sebagai pemutus 
perkara gugatan sederhana. 
Hakim tunggal dalam perkara perdata hanya sebatas pada 
penetapan atas perkara permohonan (voluntair) sebab perkara 






mendapatkan status hukum tertentu dalam format pernyataan 
deklalator atau konstitutif terhadap penetapan. Sehingga 
pemeriksaan suatu perkara yang dilakukan oleh hakim tunggal 
bermaksud pemeriksaan dan pembuktian yang sederhana karena 
waktu proses pemeriksaan lebih cepat pada umumnya. 
 
4) Pemeriksaan pendahuluan 
Di dalam pasal 11 Hakim akan menentukan terpenuhi atau 
tidaknya syarat gugatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. 
Selain itu, hakim juga menilai sederhana atau tidaknya 
pembuktian dari gugatan tersebut. Pada akhirnya, hakim akan 
mengambil keputusan tentang apakah gugatan yang telah 
didaftarkan tersebut memenuhi syarat-syarat gugatan sederhana 
atau tidak. Dalam hal gugatan tersebut tidak memenuhi syarat 
gugatan sederhana maka, hakim akan mengeluarkan penetapan 
yang menyatakan gugatan tersebut bukan gugatan sederhana. 
Selain itu, hakim akan memerintahkan untuk mencoret 
gugatan dari register perkara dan mengembalikan sisa biaya 
perkara terhadap penggugat. Dalam hal dikeluarkannya penetapan 
oleh hakim, maka tidak ada upaya hukum lagi yang dapat 
dilakukan untuk penetapan tersebut. 
Pemeriksaan pendahuluan disini tidak dijabarkan secara 
rinci dimungkinkan hakim tunggal pemeriksa perkara dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum jika penggugat tidak hadir 
bisa tidak termasuk sebagai perkara gugatan sederhana maka 
hakim tunggal bisa memberikan penetapan yang diucapkan dalam 
persidangan yang bisa memerintahkan untuk mencoret perkara 
dari register dan untuk mengembalikan sisa biaya perkara. 
Dinyatakan sebagai perkara yang bukan gugatan sederhana, 
maka nomor perkara yang sebelumnya sudah terpakai tidak dapat 






ingin mengajukan perkara gugatannya dengan perdata biasa, 
maka nomor perkara akan dibuat dengan nomor yang berbeda 
dalam register perkara biasa. Terhadap penetapan yang dimaksud 
maka tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. 
 
5) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak 
Bilamana terhadap syarat telah sesuai ketentuan Gugatan 
Sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama sesuai 
dengan pasal 12.Sedangkan pada pasal 13 tentang pihak 
Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama dengan tanpa 
alasan yang sah maka gugatannya dinyatakan gugur. 
Jika hal pihak Tergugat tidak hadir maka akan dilakukan 
pemanggilan kedua secara patut.Kemudian jika pihak Tergugat 
tidak hadir kembali pada persidangan kedua maka seketika itu 
hakim tunggal memutus perkara dengan putusan verstek tanpa 
hadirnya pihak Tergugat. Jika pihak tergugat tidak menerima atas 
putusan tersebut bisa dilakukan dengan mengajukan upaya 
keberatan. Sebagai catatan jika pihak Tergugat hadir pada sidang 
hari pertama dan pada sidang berikutnya tidak hadir maka 
gugatan akan diperiksa dan diputus secara contradictoir. 
Putusan Kontradiktoir atau Contradictoir vonnis yakni 
putusan atas dasar kehadiran para pihak pada saat pembacaan 
putusan akhir. Oleh karena itu ada dua jenis putusan 
contradictoir, pada saat pembacaan putusan diucapkan para pihak 
hadir dan pada saat pembacaan diucapkan salah satu pihak tidak 
hadir.51 
 
6) Pemeriksaan sidang dan perdamaian 
 
 







Hari sidang pertama, Hakim membuka sidang gugatan 
sederhana yang pada umumnya menyampaikan“Sidang 
Pengadilan Negeri ........... yang memeriksa dan mengadili perkara 
perdata   gugatan   sederhana   Nomor .......... antara   .............. 
sebagai Penggugat melawan .............. sebagai Tergugat, 
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”. Kemudian Hakim 
mempersilahkan kepada para pihak untuk menempatkan diri 
sesuai posisi tempat masing-masing pihak. 
Hakim kemudian menanyakan apakah yang hadir pihak atau 
kuasa hukumnya dan kemudian hakim tunggal memeriksa surat 
kuasa atau surat tugas. Pada hari sidang pertama, Hakim wajib 
mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan waktu 
atas penyelesaian gugatan sederhana 25 hari kerja sejak sidang 
pertama (vide Pasal 15 ayat (1)). 
Beberapa ketentuan mengenai kehadiran para pihak antara 
lain disebutkan dalam Pasal 13 sebagai berikut : 
- Jika Penggugat tidak hadir dalam hari sidang pertama tanpa 
alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur 
- Tergugat tidak hadir dalam hari sidang pertama, maka akan 
dilakukan pemanggilan kedua secara patut. 
- Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua maka hakim 
akan memutus perkara tersebut secara verstek 
- Terhadap putusan verstek tersebut, maka pihak Tergugat 
dapt mengajukan perlawanan (verzet) dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. 
- Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan di 
luar hadirnya Tergugat (Pasal 125 ayat (3) jo.Pasal 129 
HIR, Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 RBg), yang pada 
dasarnya upaya bagi pihak yang dikalahkan.52 
 
52Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh 






- Dalam hal Tergugat hadir pada sidang pertama kemudian 
pada hariberikutya tidak hadir tanpa ada alasana yang sah, 
maka gugatan diperiksa dan diputus contradictoir 
- Terhadap putusan verstek maupun contradictoir, tergugat 
dapat mengajukan keberatan. 
 
Hal perdamaian terlepas dengan prosedur mediasi yang 
sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Hakim akan membuat 
akta perdamaian dengan putusan akta perdamaian yang akan 
mengikat para pihak jika sudah ada kesepakatan atau perdamaian 
antar para pihak bersengketa. 
Terhadap putusan Akta Perdamaian tersebut tidak dapat 
diajukan upaya hukum apapun.Dan ketika ada kesepakatan para 
pihak diluar persidangan tidak dilaporkan kepada hakim maka 
hakim tidak bisa terikat dengan perdamaian tersebut. 
Hakim berperan aktif untuk melakukan upaya perdamaian 
(mediasi) termasuk menyarankan untuk melakukan upaya 
perdamaian di luar persidangan (vide Pasal 14 ayat (1) jo.Pasal 14 
ayat (2)). Dengan demikian pada persidangan pertama hakim 
pemeriksa perkara wajib memberikan penjelasan tentang acara 
gugatan sederhana kepada para pihak dengan aktif memberikan 
solusi perdamaian di dalam sidang maupun di luar sidang karena 
tidak ada mediasi seperti gugatan biasa.53 Sehingga tujuan utama 
secara sederhana upaya perdamaian diatur dalam Perma Gugatan 
Sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan 
Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Maka, secara 












Hal ini dikarenakan hakim juga harus memperhatikan batas 
waktu yang telah diatur waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima) 
hari. Dalam upaya tersebut jika Opsi perdamaian tercapai : 
- Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat 
para pihak dan tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun 
(vide Pasal 15 ayat 3 jo Pasal 15 ayat (4)); 
- Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan 
perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka 
Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut (vide Pasal 
15 ayat (5)). 
Opsi perdamaian tidak tercapai, pada hari sidang pertama 
dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, maka persidangan 
dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban dari pihak 
Tergugat. Di Perma gugatan sederhana ada catatan tidak dapat 
diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, 
duplik, atau kesimpulan (vide Pasal 17). 
 
7) Pembuktian 
Hakim akan melakukan pemeriksaan pembuktian 
berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku (prinsip, cara, 
batas minimal alat bukti, nilai atau daya bukti alat bukti) sesuai 
dengan Pasal 18, dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh 
pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Dan terhadap 
dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan 
pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku. 
Dengan dasar tertulis adalah merupakan alat bukti untuk bisa 
dijelaskan berdasar : 
a. Tanda bacaan berupa aksara 
b. Disusun berupa kalimat sebagai suatu pernyataan 
c. Ditulis pada bahan tulisan 






e. Foto dan peta bukan tulisan 
f. Mencantumkan tanggal54 
 
Gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu 
dilakukan pembuktian (vide pasal 18) merupakan hal yang perlu 
ditafsir secara kontekstual, artinya bahwa hakim yang mengadili 
gugatan sederhana tidak perlu meminta pembuktian 
tambahanselain dari bukti surat yang telah diajukan Penggugat 
pada saat mendaftarkan gugatannya. Karena Pengadilan harus 
konsekuen jika pada saat pendaftaran Penggugat telah diwajibkan 
melampirkan bukti surat yang telah dilagalisasi maka bukti 
tersebut harus dipertimbangkan oleh hakim karena tentunya 
Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk melampirkan bukti 
tersebut setidaknya ada biaya foto copy dan materai sehingga jika 
sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim, maka akan 
menjadi hal yang sia-sia padahal belum tentu perkara yang 




Putusan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat 
negara yang melaksanakan kewajiban tugas negara atas 
kekuasaan kehakiman yang telah diberi wewenang untuk 
diucapkan di persidangan dalam menyelesaikan perkara. Putusan 
merupakan istilah pada peradilan yang bersifat ajudikasi. 
Ketika proses acara persidangan atau pemeriksaan telah 
dilaksanakan, maka hakim akanmemberikan kesimpulan yang 
dituangkan ke dalam putusan. Putusan dibacakan secara terbuka 
untuk umum. Kemudian, hakim wajib memberitahukan hak para 
 
54Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 561-563. 






pihak untuk mengajukan keberatan jika ada pihak yang tidak puas 
atas putusan tersebut (vide Pasal 19). Putusan dalam peraturan 
gugatan sederhana terdiri dari : 
- Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
- Identitas para pihak 
- Uraian singkat mengenai duduk perkara 
- Pertimbangan hukum 
- Amar putusan 
Pada saat pembacaan putusan ada salah satu pihak yang 
tidak hadir, maka juru sita Pengadilan tingkat pertama akan 
menyampaikan pemberitahuan putusan tersebut paling lambat 2 
(dua) hari setelah putusan diucapkan. 
Adanya hakim tunggal terhadap upaya hukum gugatan 
sederhana ini dibutuhkan kemandirian dan peran aktif. 
Kemandirian dan kebebasan hakim bukanlah sebuah kebebasan 
yang tergolong mutlak atau dengan kata lain kebebasan yang 
tanpa batas, tetapi maksud dari kemandirian yaitu kemandirian 
yang berdasar pada norma yuridis, norma moral dan kode etik 
profesi.56 Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan 
dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh hakim 
dan panitera pengganti. 
 
b) Upaya Hukum Keberatan 
Atas gugatan sederhana jika ada pihak yang tidak sesuai dengan 
hasil putusan maka dilakukan adalah upaya dengan mengajukan 
keberatan. Keberatan ini disampaikan dengan menandatangani dalam 
suatu akta pernyataan keberatan di hadapan panitera beserta alasan- 
alasannya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Permohonan ini 
56Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majestya, Palu Hakim versus 
Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, 






diajukan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah 
ada pemberitahuan putusan dengan mengisi blanko permohonan 
keberatan yang sudah disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan 
yang diajukan telah melampaui batas waktu pengajuan maka tidak dapat 
diterima dengan penetapan dari Ketua Pengadilan berdasarkan surat 
keterangan dari panitera. 
Terhadap upaya keberatan ini, kepaniteraan menerima dan 
memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai 
dengan memori keberatan. Atas tanggapan memori keberatan oleh pihak 
lawan bisa dilakukan dengan kontra memori keberatan yang dapat 
diajukan seperti memori kebertana yaitu ditujukan kepada Ketua 
Pengadilan dengan mengisi blanko yang telah disediakan juga di 
kepaniteraan. 
Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatannya 
disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu tiga hari 
sejak permohonan diterima oleh pihak Pengadilan. Kontra Memori 
Keberatan harus disampaikan paling lambat tiga hari setelah 
pemberitahuan keberatan. Setelah pengajuan keberatan diterima oleh 
Ketua Pengadilan, maka oleh Ketua Pengadilan akan menetapkan Majelis 
Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling 
lambat satu hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. 
Pemeriksaan keberatan ini dilakukan oleh Majelis Hakim yang 
dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. 
Setelah ditetapkan Majelis Hakim maka dilakukan pemeriksaan atas 
memori keberatan tersebut. Dalam pemeriksaan keberatan tidak 
dilakukan pemeriksaan tambahan, pemeriksaan keberatan ini hanya atas 
dasar sebagai berikut : 
- Putusan dan berkas gugatan sederhana 
- Permohonan keberatan dan memori keberatan 






Putusan terhadap permohonan keberatan harus diucapkan paling 
lambat tujuh hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Adapun 
ketentuan tentang isi putusan berlaku secara mutatis mutandis yaitu salah 
satu asas yang menyatakan bahwa dasar putusan sesuai dengan prosedur 
yang terdapat dalam ketentuan, tetapi memiliki wewenang untuk 
melakukan perubahan prosedur terhadap hal-hal yang diperlukan atau 
disesuaikan dengan kondisi mendesak. 
Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak 
paling lambat tiga hari sejak diucapkan dan putusan keberatan 
berkekuatan hukum tetap (BHT) terhitung sejak disampaikannya 
pemberitahuan. Atas putusan keberatan tersebut merupakan putusan final 
yang tidak tersedia upaya hukum lain seperti banding, kasasi maupun 
peninjauan kembali. 
 
c) Pelaksanaan Putusan 
Jika putusan gugatan sederhana tidak ditanggapi oleh para pihak 
seperti tersebut di atas maka putusan tersebut telah mempunyai putusan 
yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian putusan tersebut harus 
dilaksanakan secara suka rela oleh para pihak berperkara dalam gugatan 
sederhana. Bilamana putusan tidak dipatuhi oleh para pihak maka 
putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan hukum 
acara perdata yang berlaku. Dan ketentuan hukum acara perdata tetap 
berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah 
Agung gugatan sederhana ini. 
 
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana 
Seiring dengan perubahan Perma gugatan sederhana tersebut, 
Mahkamah Agung terus melakukan pembenahan dalam lingkup peradilan 






pembeda juga secara online system diiringi digitalisasi saat ini mengiringi 
pula kemajuan dalam lembaga peradilan khususnya terkait penggunaan media 
elektronik secara sistem. Peran teknologi dimanfaatkan oleh lembaga 
Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya sistem e-court atau sistem 
peradilan secara elektronik berdasar ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
Elektronik. 
Guna menunjang sistem peradilan secara sederhana, cepat dan biaya 
ringan. Selain itu, Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini membuat redefinisi 
tentang beberapa istilah dalam undang-undang, khusus bagi keberlakuan 
dalam persidangan secara elektronik yaitu pendefinisian tentang istilah 
terbuka untuk umum bagi persidangan secara elektronik, istilah kehadiran 
para pihak yang berperkara dan istilah pengucapan putusan/penetapan secara 
elektronik.57 
Sistem e-court yang diterapkan di Perma No. 1 Tahun 2019 tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, 
dengan sistem user yang sudah terintegral dalam sistem e-court. Pengguna 
terdaftar atau sebagai user adalah Advokat yang memenuhi syarat sebagai 
pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang sudah 
diatur. Sedangkan ada pengguna lain selain dari Advokat, subjek hukum yang 
memenuhi syarat yang sudah diatur antara lain, Jaksa, Pengacara Negara, 
Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau 
karyawan yang ditunjuk badan hukum (in house lawyer), kuasa insidentil 
yang ditentukan Undang-Undang. 
Dokumen diunggah melalui sistem e-court sebagai dokumen elektronik, 
meliputi : 
1. Identitas diri antara Penggugat dan Tergugat; 
2. Surat Gugatan; 
3. Alat Bukti. 
 
 
57Muhammad Syarifuddin, Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani 






Selain atas perubahan pada Perma terbaru diatas juga adanya 
penambahan klausul pada pasal tertentu dan tentunya perubahan atau 
penambahan pada nilai gugatan materiil gugatan sederhana yang dirinci 
sesuai dengan tabel di bawah ini. 
Tabel Perkembangan Peraturan Gugatan Sederhana 
 
NO Perubahan Perma Nomor 
2 Tahun 2015 




1. Nilai Gugatan Maksimal 
Rp.200.000.000 









jo. Pasal 3 
 
perma No. 4 
 
Tahun 2019 
















Pasal 4 ayat 
(3) huruf (a) 





























































Para Pihak dapat 
menggunakan 
Pasal 6A 

















5. Upaya Hukum 
hal pihak 
Tergugat tidak 

















Pasal 13 ayat 
(3a) Perma 
No. 4 Tahun 
2019 







Pasal 17 A 
 





















secara suka rela 











suka rela dengan 
mengeluarkan 
penetapan 


























Berdasarkan tabel di atas, peneliti akan mengkaji serta mendeskripkan 
satu persatu mengenai aspek-aspek dalam tabel tersebut, sebagai berikut : 
a. Nilai Gugatan Materiil 
 
Perkembangan terakhir saat ini untul syarat mengajukan gugatan 
sederhana adalah nilai materiil gugatan maksimal Rp.500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah) hal tersebut dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 
4 tahun 2019. Adanya perubahan Perma atas nilai gugatan materiil telah 
direspon positif oleh kalangan pelaku binis khususnya sehingga ada 






pertimbangan dari masukan-masukan beberapa pihak terkait sehingga 
nilai gugatan materiil tersebut dianggap sebagai mewakili secara 
gugatan sederhana. Sehingga menambah peluang bagi masayarakat 
untuk menyelesaikan sengketa bisnis melalui proses litigasi. 
b. Ketentuan Domisili Para Pihak 
 
Terkait domisili para pihak masih diupayakan dengan adanya 
Kuasa Insidentil atau Surat Tugas dari institusi jika pihak Penggugat 
berada di luar wilayah hukum dengan pihak Tergugat. Sehingga upaya 
bisa dilakukan oleh Pihak Penggugat mengingat tidak sama wilayah 
domisili dari wilayah hukum Pengadilan setempat. 
c. Ketentuan Kehadiran Para Pihak serta Kuasa Para Pihak 
 
Penggugat dan Tergugat wajib hadir secara langsung di 
persidangan meskipun telah ada kuasa insidentil atau wakil dengan surat 
tugas. Pihak Tergugat hadir secara langsung untuk menentukan pendapat 
dalam menyampaikan hak di persidangan sehingga hakim bisa 
mengetahui secara langsung dari masing-masing pihak dalam 
menyelesaikan sengketa para pihak yang terlibat. 
d. Pendaftaran Gugatan dengan Elektronik 
 
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka administarsi 
perkara akan dilakukan dengan online system dari Pengadilan dengan 
menggunakan e-court. 






Dalam hal tidak hadirnya pihak tergugat untuk panggilan sidang 
pada hari kedua persidangan maka atas putusan verstek bisa dilakukan 
upaya hukum perlawanan atas putusan tersebut meskipun ada upaya 
keberatan. 
f. Sita Jaminan 
 
Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan 
peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik 
penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat (vide Pasal 17A). Sita 
jaminan ini bisa disampaikan di dalam surat gugatan pihak Penggugat. 
Dimana sita jaminan merupakan upaya pihak Penggugat untuk 
mendapatkan hak atau mengganti hal menimbulkan kerugian. 
 
 
B. Dampak Perubahan Perma Gugatan Sederhana pada Praktik Peradilan 
di Indonesia 
Dampak atas perubahan Perma gugatan sederhana pada praktik peradilan 
di Indonesia memberikan angin segar setelah ada poin-poin perubahan 
khususnya bagi pelaku bisnis, dan memberi ruang akses keadilan bagi 
masyarakat yang langsung bersinggungan dengan sengketa dalam skala kecil 
mengenai besaran nominal gugatan materiil. 
Manfaat penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana memberikan 
kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pengadilan atas terselenggaranya 
peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya murah. Secara tidak langsung 
terhadap hukum acara perdata di Indonesia merupakan sebuah agenda 






persidangan. Kelebihan penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana 
antara lain : 
1. Waktu penyelesaian sengketa atau perkara hanya sampai dengan 25 (dua 
puluh lima) hari kerja sejak dilakukan sidang pertama. 
2. Dapat diajukan oleh seorang Penggugat yang berdomisili berbeda dengan 
Tergugat dalam hal Penggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau 
wakil di wilayah hukum atau domisili Tergugat, sehingga jangka waktu 
pemanggilan para pihak relatif lebih singkat karena tidak ada 
pendelegasian wewenang antar Pengadilan tingkat pertama. 
3. Adanya perluasan arti kuasa hukum, kuasa insidentil dan surat tugas dari 
institusi Penggugat (Biro Hukum perusahaan). 
4. Upaya hukum hanya terjadi di Pengadilan tingkat pertama, upaya yang 
dilakukan adalah hanya sebatas upaya keberatan yang ditujukan kepada 
Ketua Pengadilan terhadap putusan. 
5. Tidak adanya upaya hukum lain seperti Banding, Kasasi ataupun 
Peninjauan Kembali sehingga tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi. 
6. Adanya kepastian hukum dengan Sita Jaminan yang efektif 
 
7. Penetapan Aanmaning harus telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan 
paling lambat tujuh hari setelah menerima surat permohonan eksekusi 
Kehadiran Perma dengan perubahan terakhir dirasakan bagi pelaku 
Bisnis, contohnya di industri perbankan terkait penanganan kredit 
bermasalah skala mikro. Sehingga secara persentase perkara gugatan masuk 






Perma gugatan sederhana ini belum sesempurna dengan apa yang 
menjadi pesan dalam Perma gugatan sederhana, mengingat Perma ini hanya 
sebatas pada Pengadilan di tingkat pertama. Ketika awal Perma ini hadir 
dengan perubahan menimbulkan peluang besar bagi masyarakat pencari 
keadilan dimana perkaranya masuk kategori gugatan sederhana, tetapi 
bagaimana ketika perkara gugatan sederhana ini menumpuk dalam register 
kepaniteraan di Pengadilan tingkat pertama yang timbul pasti ada gejolak 
terutamamasih adanya pemahaman yang berseberangan dengan Perma bagi 
hakim-hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana. 
Salah tafsir hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana ini masih saja 
terjadi dalam memandang teknis beracara Perma gugatan sederhana. Secara 
rinci Perma ini tidak menyebutkan secara detail sehingga menimbulkan 
multi tafsir. Artinya ada kegagalan dalam internal lembaga peradilan dalam 
mensosialisasikan Perma gugatan sederhana bagi hakim-hakim pemeriksa. 
Salah satu contoh penafsiran yang berbeda terhadap hakim satu 
dengan hakim yang lain tentang Perma gugatan sederhana menyangkut 
kepentingan hukum yang sama. Apa yang disampaikan dalam Perma 
gugatan serhana ini setidaknya ada agenda tersendiri bagi internal lembaga 
peradilan Mahkamah Agung dalam menangani penyelesaian sengketa 
dengan gugatan sederhana meskipun asas Ius Curia Novit yang berarti 
hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh 






Kepastian hukum sangat diperlukan dan penting dalam menjalankan 
sebuah Perma gugatan sederhana ini. Sehingga harus ada kriteria bagi hakim 
yang akan memegang perkara dalam memeriksa perkara. Jangan sampai 
hadirnya Perma gugatan sederhana ini menjadi tidak sesuai dengan harapan 
atau pesan didalamnya. Pengetahuan hakim dan keaktifan hakim dalam 
menangani perkara gugatan sederhana ini perlu dikedepankan. 
Tidak munafik ketika perkara gugatan sederhana ini banjir dengan 
pendaftataran perkara di kepaniteraan pengadilan, sehingga rentan dengan 
hasil putusan yang akan timbul oleh hakim-hakim pemeriksa perkara 
dengan perbandingan jumlah hakim yang ada dengan perkara gugatan 
sederhana yang masuk. Jangan sampai perkara gugatan sederhana ini 
dipandang sebelah mata dengan perkara perdata biasa meskipun diperlukan 
proses penyelesaian perkara yang singkat. 
Kepastian hukum dan keadilan sangat diinginkan bagi setiap para 
pihak yang berperkara. Hal ini perlu ada sikap profesionalitas hakim ketika 
dihadapkan perkara gugatan sederhana untuk penyelesaian sengketanya. 
Rasionalitas atas jumlah perkara gugatan sederhana yang masuk dengan 
jumlah hakim pada Pengadilan tingkat pertama seharusnya menjadi evaluasi 
utama bagi Mahkamah Agung atas berjalannya perubahan Perma gugatan 
sederhana. 
Problematika pelaksanaan Perma gugatan sederhana setidaknya ada 
ruang sendiri seperti diadakannya nomer Hot Line gugatan sederhana untuk 






perubahan Perma gugatan sederhana sebagai awal melangkah menuju 
reformasi hukum acara perdata di Indonesia. Tidak semudah membalikkan 










Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti maka diperoleh 
suatu kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perkembangan dan implementasi peraturan gugatan sedarhana pada 
praktik peradilan di Indonesia sudah memberikan anginsegar bagi pelaku 
bisnis dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang dihadapi. 
Dikarenakan prosesnya yang cepat, tidak rumit dan berbiaya murah. 
2. Dampak dari perubahan Perma gugatan sederhana pada praktik peradilan 
di Indonesia telah meningkatkan akses dan aksebilitas terhadap keadilan 
oleh masyarakat. Perubahan Perma gugatan sederhana ini telah 
memfasilitasi keterlibatan masyarakat Indonesia dalam sebuah proses 
keadilan di tingkat Pengadilan tingkat pertama dan telah mengurangi 
terjadinya sengketa dalam masyarakat Indonesia karena di tingkatan 
pemeriksaan awal sebelum ataupun sesudah persidangan telah ada upaya 





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 
beberapa saranatas perkembangan peraturan gugatan sederhana di Indonesia 





1. Perlunya pemahaman bagi hakim-hakim Pengadilan di tingkat pertama 
untuk lebih bisa menguasai perkara gugatan sederhana, sehingga bisa 
menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak berperkara. 
2. Perlu dilakukan sertifikasi hakim atau hal sejenisnya untuk bisa lebih 
berkompeten dalam memegang perkara gugatan sederhana. 
3. Diperlukan perubahan kembali atas Perma gugatan sederhana secara 
detail untuk hal-hal yang bisa menimbulkan multi tafsir di dalam Perma 
gugatan sederhana. 
4. Perlunya Mahkamah Agung mempunyai nomor Hot Line khusus perihal 
layanan gugatan sederhana, sehingga menjadi bahan pertimbangan dan 
kajian berikutnya dalam penerapan Perma gugatan sederhana. 
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini perlu menjadi suatu Undang- 
Undang, mengingat Perma gugatan sederhana ini terlahir hanya untuk 
mengisi kekosongan hukum sebagai tanggapan dalam pembangunan 
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